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MOTTO

» Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang

lain.

» Jangan pernah takut untuk bekerja melebihi tugas dan
kewajibanmu, meskipun kamu tidak bisa melihat atau merasakan
benefit lebih pada saat ini juga, namun percayalah nilaimu akan
bergerak sesuai kepantasanmu yang kamu tunjukkan melalui
usahamu. Kerja lebihmu akan membuat kamu dinilai lebih,
demikian juga usaha rendahmu hanya akan membuat kamu pantas

dinilai rendah.

» Keadilan belum tentu menang, tetapi keadilan akan dapat melihat

kebenaran meskipun didalam kegelapan.

» Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan dan
kenyamanan, tetapi dibentuk melalui perjuangan, tantangan dan

air mata
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ABSTRAKSI

Berbicara masalah pemerintahan daerah, maka tidak akan lepas dari
adanya urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh daerah. Urusan
pemerintahan itu selanjutnya diwujudkan dalam pembentukan organisasi
perangkat daerah. Fungsi utama yang harus dijalankan saat ini oleh
pemerintah daerah adalah : fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan
dan fungsi perlindungan. Pembentukan organisasi perangkat daerah ini
berkaitan dengan tuntutan perubahan dalam upaya mewujudkan tata
pemerintahan yang baik (Good Governance).

Organisasi perangkat daerah bersifat flexibel dan adaptif, Untuk itu
dibutuhkan struktur organisasi untuk mengatur hubungan bagian-bagian dari
komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Dengan struktur organisasi yang
jelas, maka komponen dan posisi pendukung organisasi dapat diuraikan secara
jelas. Selain itu, struktur juga menggambarkan kegiatan koordinasi dan
kewenangan yang dimiliki oleh unit organisasi.

Organisasi perangkat daerah ini diharapkan dapat mengakomodasi
kebutuhan perubahan dalam masyarakat dan memungkinkan administrasi
publik menata kembali kehidupan masyarakat. Apalagi sampai saat ini
hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam prakteknya
sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan (spanning of interest)
Terlebih lagi dalam Negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk
memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas

Perubahan kelembagaan daerah semestinya tidak hanya ditumpukan
pada dimensi yuridis-formal, akan tetapi harus juga secara Kkuat
memperhatikan kebutuhan pemerintahan daerah. Hal ini karena tujuan
pembentukan organisasi pemerintahan tentu saja bukan sekedar untuk tertib
administrasi, namun juga merupakan instrumen yang akan bekerja Oleh
karena itu diperlukan administrasi yang baik, organisasi yang efisien, aparatur
yang memiliki kompetensi, serta budaya administrasi yang melayani dan
memberdayakan masyarakat.untuk memastikan misi dasar pemerintahan lokal
berlangsung. Organisasi pemerintah yang ramping akan menghasilkan
kualitas pelayanan masyarakat yang lebih berkualitas serta memudahkan bagi
penerima layanan. Kondisi ini menjadikan kelembagaan yang tidak berbelit-
belit serta prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat serta
memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari reformasi administrasi publik pada era otonomi
daerah, saat ini berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah
melakukan reformasi birokrasi untuk memenuhi perkembangan kebutuhan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah
aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Vi



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Tesis yang
berjudul “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana llmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Tesis ini dapat diselesaikan dengan
baik, berkat dukungan, bantuan, bimbingan dari berbagai pihak, baik waktu,
tenaga maupun pikiran. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang
terhormat :

1. Kedua orang tuaku, alm. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh,
membimbing dan merestui setiap langkahku

2. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,

3. Bapak Drs. Agus Triyanta, MA, MH, Ph.D, selaku Ketua Program Pasca
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

4. Bapak Dr. Syaifudin, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang
dengan sabar telah memberikan petunjuk, bimbingan, dan masukan dalam
penyusunan Tesis ini,

5. Ibu Prof. Dr. Ni’'matul Huda, SH, M.Hum, selaku Penguji, yang telah

memberikan ilmu dan kontribusi pemikiran,

vii



10.

11.

12.

13.

14.

Bapak Dr. Ridwan. SH, Mhum, selaku Dosen Penguji yang telah banyak
membantu membarikan saran dan masukan,

Bapak Dr.Drs.Muntoha, SH, M.Ag selaku Dosen Penguji yang telah
memberikan kontribusi pemikiran,

Bapak/lbu Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu yang mudah-
mudahan bermanfaat,

Bapak H. Agus Bastian, SE, MM, selaku Bupati Purworejo yang telah
memberikan ljin Belajar bagi penulis untuk melanjutkan studi,

Bapak Drs. H. Said Romadhon, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten
Purworejo, yang telah berkenan menjadi nara sumber,

Bapak H. Makin Mubazir, SH, MH, Kepala Bagian Organisasi dan
Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, beserta staf yang
banyak membantu menyediakan data-data yang dibutuhkan penulis,
Bapak Sumharjono, S.Sos, MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Purworejo, yang telah banyak memberikan ijin
kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini,
Teman-teman para pejabat struktural maupun pelaksana pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, yang selalu
memberikan dukungan dan semangat kepada penulis,

Segenap karyawan/karyawati dan seluruh Civitas Akademika Universitas

Islam Indonesia Yogyakarta,

viii



15. Teman-teman seperjuangan di Program Pasca Sarjana llmu Hukum
Universitas Islam Indonesia, yang selalu berbagi dalam kebersamaan,
16. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu.
Semoga amal kebaikan dari Bapak, lbu, dan Saudara sekalian
mendapat ridlo dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbal ‘Alamin.
Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, maka
dalam penyusunan Tesis ini penuis menyadari masih banyak kekurangan.
Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan penulis, hasil
karya yang masih sangat bersahaja ini dapat memberikan sumbangsih bagi
pembaca atau pihak-pihak yang membutuhkan, serta dapat menambah
referensi khasanah hukum umumnya, utamanya terhadap bidang kajian

Hukum Tata Negara.

Yogyakarta, Agustus 2018

Penulis

Ulfah Nursekhah, SH
NIM. 16912079




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN [
MOTTO i
HALAMAN PERSEMBAHAN i
ABSTRAKSI 0\
KATAPENGANTAR %
DAFTARISI Vi

BAB |. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..., 1-9
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9

D. Landasan Teori
1. Kedudukan Daerah Otonom dalam Negara Kesatuan ........ 10-13

a) Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah .... 8-11

b) Desentralisasi L 15-20
c) Dekonsentrasi 20-22
d) Tugas Pembantuan 22 - 24
2. Kelembagaan L 24 - 32

3. Arti Penting Penataan Kelembagaan Dalam Menunjang Kinerja

DaBraN e 32-42



E. Metode Penelitian
1. Obyek Penelitian
2. Badan Hukum
3. Metode Pengumpulan Data
4. Metode Pendekatan

5. Analisis Data

BAB Il. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH

A. Pengertian Otonomi Daerah

B. Asas-asas Pemerintahan Daerah

C. Kewenangan Pemerintah Daerah

BAB I1l. TINJAUAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

A. Pengertian Lembaga

B. Pengaturan Kelembagaan Daerah

BAB IV. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

B. Penataan Kelembagaan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Purworejo

A) Sekretariat Daerah
B) Sekretariat DPRD
C) Inspektorat

D) Badan Daerah

E) Kecamatan

130-135

135-136

136 — 138

138 — 140

140 — 146

Xi



C. Penataan Kelembagaan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
............................... 147 - 188
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penataan Kelembagaan
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo ............. 189 - 192
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 193 -194

B. Saran 195

xii



SURAT PERNYATAAN
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulfah Nursekhah, SH

NPM : 16912079

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Hukum Program Pasca Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah melakukan penulisan

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis dengan judul “PENATAAN KELEMBAGAAN

PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

18 TAHUN 2016”.Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian

Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Hukum Program, Pasca

Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal

tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang
pada penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma
penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan
perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur
penjiplakan karya ilmiah (plagiat).

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada
saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan
pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan
KaryaTulis Ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas, (termasuk pernyataan butir
nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sangsi baik akademik maupun
administratif bahkan sangsi pidana, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan
telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya
juga akan bersikap kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan, dan
melakukan pembelaan hak-hak didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas apabila tanda-
tanda plagiat disinyalir terjadi pada Karya Tulis llmiah saya ini, dan oleh Pihak
Magister Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia. Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada tekanan atau paksaan dari
pihak manapun.

\ RAN § , 16 Agustus 2018
YIPEL 3% h¢mbuat pernyataan
ZAGT0AFF181557516 4

5H00

WAIBURUPIAH

-

l ih Nursekhah, SH

X111



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Melalui reformasi, dimana sebelumnya akses masyarakat untuk
mengetahui Kkinerja birokrasi pemerintah amat sangat sulit, maka saat ini
masyarakat akan dapat mengetahui sejaunmana kinerja birokrasi pemerintah,
disamping masyarakat diletakkan pada kedudukan yang sesungguhnya, yaitu
sebagai pemilik pemerintahan.!

Zaman reformasi seperti saat ini juga mempunyai amanat terpenting
yaitu mengembalikan posisi rakyat sebagai pemilik pemerintahan, dalam arti
sesungguhnya. Dalam hal ini pengertian reformasi administasi menurut,
Zauhar bahwa reformasi administrasi merupakan suatu pola yang
menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan®. Dengan demikian dalam
reformasi administrasi perhatian lebih dicurahkan pada upaya dan bukan
semata-mata hasil. Secara internal tujuan reformasi adalah untuk
menyempurnakan atau meningkatkan kinerja. Adapun secara eksternal yang
berkaitan dengan masyarakat adalah menyesuaikan sistem administrasi
terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat, serta melihat reformasi atau

pembaharuan dari dua sisi, yaitu perubahan struktur dan kinerja.®

IMS Rakhmat, Reformasi Administrasi Publik Menuju Pemerintahan Daerah Yang Demokratis,
Jurnal Administrasi Publik/\Volume 1/No.1/2005, him. 3.

2|bid., him. 4.

3Riggs. F.W, Administrasi Pembangunan, Rajawali, Jakarta, 1986, him. 94.



Selain adanya urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh
pemerintah daerah, sebagaimana amanat konstitusi, pembentukan organisasi
perangkat daerah, juga berkaitan dengan tuntutan perubahan dalam upaya
mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu untuk
mewujudkan pemerintah yang demokratis. Disadari atau tidak perjalanan
pemerintah selama lebih dari 65 tahun belumlah membuat rakyat menyadari

arti penting pemerintahan itu sendiri.

Terlebih disadari oleh pemerintah daerah bahwa fungsi utama yang
harus dijalankan saat ini adalah : fungsi pelayanan masyarakat, fungsi
pembangunan dan fungsi perlindungan. Good Governance tersebut akan
terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa
yang oleh Denhardt disebut sebagai pertanggungjawaban objektif dan
pertanggungjawaban subjektif. Pertanggungjawaban objektif bersumber
kepada adanya pengendalian dari luar (eksternal) yang mendorong atau
memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan dari organisasi
perangkat daerah dapat tercapai. Berdasarkan cita-cita pembentuk undang-
undang bahwa tujuan tersebut yaitu, punya nilai ekonomis, efektif dan efisien.
Sedangkan pertanggungjawaban subjektif yang bersumber pada sifat subjektif
individu, dimana aparat lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan
yang terangkum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas -

tugas administratif lainnya.



Organisasi perangkat daerah bersifat flexibel dan adaptif, karena
birokrasi publik dewasa ini menghadapi suatu kecenderungan perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai akibat adanya globalisasi dan
otonomi daerah®. Sekedar pengantar historis, timbulnya semangat untuk
memajukan daerah timbul ketika pemerintahan presiden ke 3 RI, Habibie, juga
berkaitan dengan diamandemennya UUD 1945 Pasal 18 (Pasal yang mengatur
tentang Pemerintahan Daerah). Dalam hal manajemen pemerintahan daerah,
sebuah perubahan dan pembaharuan sangat diperlukan agar pemerintah
senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam masyarakat dan
memungkinkan administrasi publik menata kembali kehidupan masyarakat.
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan sesuatu yang
sedang banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam prakteknya
sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan (spanning of interest)

antara kedua satuan pemerintahan itu

. Terlebih lagi dalam Negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk
memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas®. Oleh
karena itu diperlukan administrasi yang baik, organisasi yang efisien, aparatur
yang memiliki kompetensi, serta budaya administrasi yang melayani dan

memberdayakan masyarakat.

Organisasi pemerintah yang ramping akan menghasilkan kualitas

pelayanan masyarakat yang lebih berkualitas serta memudahkan bagi

4Ibid, him. 8.
°> Ni’'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 1999, him. 1.



penerima layanan. Kondisi ini menjadikan kelembagaan yang tidak berbelit-
belit serta prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat serta
memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan
dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi
oleh kepemimpinan. Kepemimpinan yang didukung oleh kapasitas organisasi
pemerintahan yang memadai, akan mewujudkan penyelenggaraan tata
pemerintahan yang baik (Good Governance), sebaliknya kelemahan
kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja kelembagaan
di Indonesia.®

Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang
pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh
unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu
tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai
yang maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti akan tercapai
hasil kerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang baik sehingga Indonesia
dapat menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang ada di
wilayah tersebut. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Indonesia
adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Hal ini

telah menjadi salah satu kebijaksanaan pokok pemerintah guna meningkatkan

® Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan Dalam Persepektif Pelayanan Publik, Mitra
Wacana Media, Jakarta, 2009, him. 2.



dan sekaligus menyerasikan pertumbuhan dan perkembangan pada setiap
daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Pada awal-awal pembangunan dilaksanakan, peranan pemerintah
biasanya sangat dominan. Bahkan di negara yang menganut paham sosialis
murni, seluruh kegiatan pembangunan adalah tangung jawab pemerintah.
Namun demikian partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan sangat
diperlukan. Partisipasi masyarakat ini salah satunya adalah dalam memahami
struktur organisasi yang merupakan pengaturan antar hubungan bagian-bagian
dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Dengan struktur organisasi
yang jelas, maka komponen dan posisi pendukung organisasi dapat diuraikan
secara jelas. Selain itu, struktur juga menggambarkan kegiatan koordinasi dan
kewenangan yang dimiliki oleh unit organisasi.’

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagaiman telah dirubah lagi
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
membawa implikasi terhadap berbagai hal. Salah satunya adalah perubahan
dalam hubungan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah.

Aspek kelembagaan sebagai salah satu reformasi administrasi publik
pada era otonomi daerah saat ini berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai pelaksanaan dari Undang-

" Harjito, Teori Organisasi Dan Teori Pengorganisasian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995,
him. 40.



Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi
birokrasi tersebut selain untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga untuk mempermudah aparat
pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi
birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (good
governance) dengan memperhatikan kebutuhan Kecamatan dan Desa, sebagai
bagian dari lembaga perangkat daerah kabupaten. Perubahan kelembagaan
daerah ini mestinya tidak hanya ditumpukan pada dimensi yuridis-formal,
akan tetapi harus juga secara kuat memperhatikan kebutuhan pemerintahan
daerah masing-masing. Hal ini karena tujuan pembentukan organisasi
pemerintahan bukan sekedar untuk tertib administrasi, namun juga merupakan
instrumen yang akan bekerja untuk memastikan misi dasar pemerintahan lokal
berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai salah satu dari sekian
banyak pemerintah daerah di Indonesia, juga kena imbas atau dampak dari
adanya reformasi birokrasi tersebut. Sebelumnya penataan kelembagaan yang
ada di Kabupaten Purworejo berdasar pada Peraturan Pemerintah terdahulu
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Berdasar Peraturan
Pemerintah tersebut, lembaga-lembaga atau perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo terdiri dari beberapa Dinas, Badan, Kantor,
serta Sekretariat baik Sekretariat Daerah maupun Sekretariat DPRD.
Perangkat daerah tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

kewenangan yang dimiliki. Seiring berjalannya waktu, evaluasi terus



dilakukan dan tentunya telah banyak hal yang menjadi catatan penting dari
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga perangkat daerah
tersebut. Pemerintah pusat sendiri juga terus melakukan evaluasi hingga
akhirnya 10 (sepuluh) tahun kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut
ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah
tersebut mau tidak mau menjadikan lembaga-lembaga perangkat daerah yang
ada di daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota mengalami
perubahan, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Purworejo. Hal ini karena
payung hukum yang menaungi kelembagaan yang ada telah dicabut, sehingga
lembaga atau perangkat daerah yang ada tentunya sudah tidak sesuai dengan
kondisi sekarang serta harus pula dilakukan penataan sesuai aturan atau
regulasi yang baru. Namun tentu saja setiap daerah tidak sama dalam
mensikapi regulasi yang baru tersebut, karena masing-masing daerah berbeda
dalam hal urusan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, budaya, kebutuhan
maupun kemampuannya, baik kemampuan dalam hal sumberdaya manusia
maupun kemampuan keuangannya. Misalnya adalah antara Pemerintah
Kabupaten Purworejo dengan Pemerintah Kabupaten Magelang, tentunya
tidak persis sama dalam mensikapi maupun menindaklanjuti peraturan baru
tersebut. Contoh yang paling mudah terlihat adalah dalam hal urusan kelautan,
dimana Pemerintah Kabupaten Purworejo selain karena diberi kewenangan

dalam urusan kelautan, juga karena kondisi geografis wilayah Purworejo yang



mempunyai wilayah laut dipesisir selatan. Berbeda dengan Pemerintah
Kabupaten Magelang yang tidak mempunyai wilayah laut, tentunya tidak
membentuk lembaga perangkat daerah yang mengurusi atau menangani
masalah kelautan. Contoh lain adalah masalah kehutanan, yang semula di
Kabupaten Purworejo ada lembaga perangkat daerah yang mengurusi masalah
kehutanan, namun karena peraturan yang baru menyatakan bahwa urusan
kehutanan menjadi urusan Pemerintah Provinsi, maka di Kabupaten
Purworejo tidak dibentuk lembaga perangkat daerah yang mengurusi
kehutanan. Apalagi Kabupaten Purworejo tidak mempunyai Tahura atau
Taman Hutan Rakyat yang memungkinkan dibentuk lembaga perangkat
daerah yang menangani kehutanan. Lembaga lain yang dibentuk tentunya
sesuai atau berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengakibatkan
perombakan yang cukup besar di daerah termasuk di wilayah Kabupaten
Purworejo. Perombakan tersebut bukan tidak mudah, karena harus
mempertimbangkan berbagai hal serta melalui berbagai tahapan pembahasan
seperti penentuan urusan berdasar kewenangan, pengelompokan urusan,
maupun penentuan nomenklatur lembaga. Bahkan tidak hanya sampai disitu,
terkait P3D yakni Personil, Pembiayaan, Prasaran, dan Dokumenpun menjadi
pembahasan tersendiri yang tentunya memerlukan waktu lama.

Penataan kelembagaan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tersebut, telah melahirkan beberapa OPD atau

Organisasi Perangkat Daerah baik Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis,



serta Kecamatan, yang untuk Kabupaten Purworejo pengukuhannya dilakukan
pada 30 Desember 2016 lalu. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis
tertarik untuk mengangkat judul “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016”.

. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat
dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dilakukan
penataan kelembagaan?

2. Apakah penataan kelembagaan yang ada di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo telah sesuai penerapan dan peruntukkannya
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah?

3. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat kelembagaan
Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini
bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa alasan-alasan dilakukannya penataan

kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.



2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah penataan kelembagaan yang
ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo telah sesuai
penerapan dan peruntukkannya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor pendukung dan
penghambat kelembagaan Perangkat Daerah yang ada di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Purworejo.

D. Landasan Teori
1. Kedudukan Daerah Otonom Dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Di dalam negara kesatuan (Unitary State), secara vertikal terdapat
”Satuan Pemerintahan Nasional” (Pemerintah Pusat) dan “Satuan
Pemerintahan Sub-National” (Pemerintahan Daerah), sedangkan secara
horisontal terdapat badan-badan/Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Judicatif.
Kekuasaan atau kewenangan dibagi oleh pemerintah pusat kepada satuan
pemerintahan daerah yang dibentuk dengan undang-undang, namun
kedaulatan (souvereignty) yang melekat kepada negara dan bangsa tidak

dibagi kepada pemerintah daerah.®

8 Zaidan Nawawi, “Peranan Dan Tugas Utama Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik”
(Suatu Analisis Akademik dan Empirik Mengenai Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan
Otonomi Daerah Menurut Versi UU No. 32 Tahun 2004 dalam Mendukung Hubungan antar
Pemerintahan dan Mendorong Kerjasama antar Daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan
public yang baik), him. 1.
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Pemerintahan dalam arti sempit adalah organ atau alat pemerintahan
negara yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas negara.
Sedangkan kata pemerintahan dalam arti luas adalah semua badan yang
bertugas untuk mengurusi segala urusan yang negara baik yudikatif, eksekutif
maupun kekuasaan legislatif dalam menyelenggarakan kesejahteraan,
keamanan, dan meningkatkan derajat dan tingkat kehidupan masyarakat serta
menjamin kepentingan negara itu sendiri.® Menurut Syaukani, Afan Gaffar,
dan Ryaas Rasyid pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna
memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat.'°

Sistem pemerintahan secara etimologis merupakan gabungan dari dua
kata yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan
sehingga membentuk suatu totalitas. Kata sistem juga berasal dari bahasa
Yunani yang terdiri dari kata “syn” dan “histani” yang berarti menempatkan
bersama.'!

Suatu negara memerlukan suatu pemerintahan yang berguna untuk
mengatur rumah tangga negara dan melindungi seluruh warga negaranya serta
sebagai pelaksana pemerintahan. Pemerintahan dibentuk berdasarkan hukum.
Tugas pemerintah semakin banyak mengingat perkembangan jaman dan

perkembangan dunia. Pemerintah di Indonesia menyesuaikan dan mengikuti

% Juanda, “Hukum Pemerintahan Daerah”, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2004, him. 199.

10 Syaukani, Affan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, “Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan”,

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, him. 65.
11 poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, him. 351.
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jejak-jejak sistem pemerintahan di negara-negara maju. Hal ini dijadikan
acuan dan pegangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjalankan
negara.

Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang berbentuk negara
kepulauan mempunyai banyak wilayah teritorial yang sangat luas berupa
gugusan beribu-ribu pulau. Karena wilayah teritorial inilah Indonesia
menerapkan sistem pemerintahan terpusat yang dikenal dengan sistem negara
kesatuan. Berbeda halnya dengan Amerika yang menganut sistem negara
federal. Negara federal mempunyai wilayah negara-negara bagian yang lebih
kecil yang mempunyai aturan tersendiri dan berbeda-beda dengan negara
bagian lainnya. Indonesia sistem pemerintahannya terpusat dan dikendalikan
oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu akan lebih efisien dan efektif apabila
pengelolaan berbagai urusan pemerintahan ditangani oleh unit atau perangkat
pemerintah yang berada di wilayah masing-masing daerah tersebut. Karena
keterbatasan kemampuan pemerintah pusat dalam hal mengontrol dan
melayani daerah-daerah yang lebih kecil maka dibentuklah pemerintahan
daerah.'?

Perbedaan kondisi daerah, kebutuhan daerah, sumber daya daerah,
aspirasi daerah dan bahkan prioritas daerah menuntut perlunya diciptakan
transportasi kebijaksanaan nasional yang efektif ke dalam program daerah
secara responsif dan bertanggung jawab. Kesulitan untuk menjalankan

serangkaian pelayanan kepada masyarakat daerah oleh departemen yang ada

12 Syaukani, Affan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, loc.cit.
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di pusat seringkali dijumpai di pemerintahan Indonesia. Bahkan banyak
pejabat birokrasi nasional memiliki pemahaman yang minim dalam hal
keberagaman kondisi daerah. Hal ini banyak berdampak pada kesulitan
pemerintah merealisasikan program-program yang ada di daerah.

Pemerintah lokal/daerah yang kita kenal sekarang berasal dari
perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke 11 dan 12. Pada
saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar yang secara alamiah
membentuk suatu lembaga pemerintahan. Satuan-satuan wilayah tersebut
diberi nama municipal (kota), county (kabupaten), communy /gementee
(desa).™®
a. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah

Secara etimologi, Otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang
artinya sendiri,dan nomos yang berarti hukuman atau aturan, jadi
pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri. Inti dari konsep
pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang
akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang
menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan
masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi
daerah dan kelangsungan pelayanan umum yang tidak diabaikan.

Pelaksanaan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah dalam

13 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta,
2007, him. 1.
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bentuk Pemerintah Daerah kepada masyarakat, agar pemerintah daerah
memahami keinginan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat.**

Dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat akan sangat
tergantung kepada tingkat “pelayanan publik” yang disediakan oleh
pemerintah daerah. Paradigma “otonomi daerah” menurut semangat UU
Otonomi Daerah yang terdahulu yakni UU Nomor 32 Tahun 204 adalah
”otonomi masyarakat”, dalam arti Pemerintah Daerah sebagai perwujudan
dari “otonomi masyarakat” dituntut untuk lebih mampu mensejahterakan
masyarakat melalui pelayanan publik dibanding dengan pemerintah pusat
yang jaraknya lebih jauh kepada masyarakat.*®

Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam Asas penyelenggaraan
pemerintahan yang diatur dalam peraturan terdahulu yaitu Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang
merupakan perluasan dan penambahan terdadap Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebasa
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas-asas penyelenggaraan
pemerintahan tersebut adalah:

1) Asas kepastian hukum;

2) Asas tertib penyelenggara negara;
3) Asas kepentingan umum;

4) Asas keterbukaan;

5) Asas proporsionalitas;

6) Asas profesionalitas;

7) Asas akuntabilitas;
8) Asas efisiensi; dan

41bid., him. 8.
1bid., him. 10.
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9) Asas efektivitas.
b. Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan
oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Urusan-urusan Pemerintahan yang telah
diserahkan kepada Daerah dalam rangka Pelaksanaan Asas Desentralisasi
ini pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab Daerah
sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada
Daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan maupun
yang menyangkut segi-segi pembiayaan. Demikian pula perangkat
pelaksanaannya adalah Perangkat Daerah itu sendiri, terutama Dinas-
Dinas Daerah.

Mengenai pengertian desentralisasi The Liang Gie menyatakan
bahwa Desentralisasi sebagai suatu sistem kenegaraan adalah pelimpahan
wewenang dari Pemerintahan Pusat kepada kepala satuan-satuan
organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan
setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.*®

Oleh karena itu desentralisasi perlu diselenggarakan oleh Negara
Republik Indonesia karena bentuk negara kesatuan yang dianutnya
mencakup berbagai faktor geografis, ekonomis, sosiologis, politik,

psikologis, historis dan kultur yang berbeda-beda dari wilayah ke wilayah

16 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Indonesia, Gunung Agung
Jakarta, 1988, him. 50.
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dan untuk memupuk kesadaran bernegara dan berpemerintahan sendiri
dikalangan Rakyat Indonesia serta membangun negara seluruhnya,
khususnya pembangunan ekonomi.

Kebalikan asas desentralisasi adalah asas sentralisasi. Dalam negara
yang mempergunakan asas sentralisasi, semua urusan negara, baik itu di
Pusat maupun di Daerah adalah merupakan urusan Pusat. Pemerintahan
Daerah yang ada di Daerah semata-mata hanya pemerintahan administratif
dan tidak terdapat pemerintahan yang mengurus rumah tangga sendiri.
Sebagai contoh dapat dikemukakan disini adalah sistem pemerintahan
Hindia Belanda pada masa sebelum Belanda hanya ada Pemerintahan
Pangreh Praja dengan beberapa jawatan Pusat lainnya di Daerah.

Konsep desentralisasi sering dibahas dalam konteks pembahasan
mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada
masa sekarang, hampir setiap negara dan bangsa (nation state) menganut
desentralisasi sebagai suatu asas dalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara. Walaupun demikian, desentralisasi bukan
merupakan sistem yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian
kesatuan dari suatu sistem yang lebih besar.

Suatu negara bangsa menganut desentralisasi bukan pula
merupakan alternatif dari sentralisasi, karena antara desentralisasi dan
sentralisasi tidak dilawankan dan karenanya tidak bersifat dikotomis,
melainkan merupakan sub - sub sistem dalam kerangka sistem organisasi

negara. Karenanya suatu negara bangsa merupakan genus dari species
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desentralisasi dan sentralisasi. Akan tetapi, pengertian desentralisasi
tersebut sering dikacaukan (interchangeably) dengan istilah-istilah
lainnya,  seperti  decenralization,  devolution,  deconcentration,
desentralisasi  politik  (political ~ decentralization),  desentralisasi
administratif (adminisrative decentralization), desentralisasi teritorial
(territoriale  decentralisatie),  desentralisasi  jabatan  (ambtelijke
decentralisatie), desentralisasi fungsional,otonomi dan medebewind, dan
sebagainya. Berbagai definisi tentang desentralisasi dan otonomi telah
banyak dikemukakan oleh para penulis yang sudah barang tentu pada
umumnya didasarkan pada sudut pandang yang berbeda.’

Desentralisasi menurut bahasa latin berarti “jauh dari pusat” (away
from center). Mengenali gap antara proposisi-propisisi teoritis normatif
dengan analisis empiris dalam kerangka konseptual deskriptif tentang
desentralisasi, akan membantu pemahaman Kkita tentang banyaknya
paradoks dalam studi desentralisasi. Misal tentang bagaimana suatu
kebijakan yang akan memberikan otoomi yang luas kepada daerah, namun
dalam prakteknya justru akan peluang kontrol yang besar kepada
pemerintah pusat terhadap daerah.8

Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah
urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah

tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih

17 Abdul Ghafar Karim, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2003, him. 73.
81bid., him. 75.
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rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Dengan
pendapat yang ada demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggungjawab
mengenai urusan-urusan Yyang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi
tanggungjawab daerah itu sendiri, baik mengenai politik kebijaksanaan,
perencanaan, dan pelaksanaanya maupun mengenai  segi-segi
pembiayaannya.

Pada intinya desentralisasi bermanfaat dalam memberikan
kewenangan kepada masing-masing daerah untuk memutuskan dan
membentuk suatu kebijakan yang tepat pada sasaran. Dalam arti tepat
sasaran adalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam suatu
daerah, baik tepat waktu, tepat mengambil kebijakan, dan tepat dalam
memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat daerahnya.*®

Ciri-ciri pokok desentralisasi adalah sebagai berikut:%°

1) Kemungkinan provinsi otonom dengan wilayah dan kekuasaan yang
lebih luas dari gewest, terbagi dalam regentshap dan stadgemeente
yang juga otonom

2) Otonomi daerah itu dan tugasnya untuk membantu melaksanakan
peraturan perundangan pusat

3) Susunan Pemerintah Daerah umumnya terdiri dari 3 organ, yaitu Raad
(dewan), College yang menjalankan pemerintahan sehari-hari dan
kepala daerah (gubernur, residen, bupati)

4) Kepala daerah yang merupakan pejabat pusat sebagai kepala daerah
administrative sekaligus sebagai organ daerah yaitu ketua raad dan
ketua college dari daerah yang bersangkutan

5) Pengawasan terhadap daerah dilakukan oleh gubernur jenderal, daerah-
daerah provinsi oleh college porivinsi yang bersangkutan. Kepala
daerah sebagai pejabat pusat menjalankan pengawasan terhadap
pelaksanaan otonomi dalam daerahnya.

Pandji Santosa, “Disintegrasi, Pemerintahan Lokal dan Dana Perimbangan Pusat”, Dosen
Jurusan lImu Pemerintahan FISIP Unla, 2010, him. 3.
2Ibid., him. 77.
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Perangkat-perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu
sendiri.?! Dengan adanya Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang
pemerintah daerah menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut asas
otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah mempunyai kaitan yang
erat dengan asas desentralisasi.

Desentralisasi dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Desentralisasi teritorial (territoriale decntralisatie) yaitu penyerahaan
kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
(autonomie), batas pengaturannya adalah daerah. Desentralisasi
teritorial mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima
penyerahan.

2) Desentralisasi fungsionl (funcionale desentralisatie) yaitu pelimpahan
kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu atau badan
tertentu, batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi.??

Dalam negara yang sudah modern dan komplek, perlu diadakan
desentralisasi dimana pemberian urusan-urusan tertentu kepada
pemerintahan lokal (Pemerintahan Daerah), untuk diatur dan diurus
sebagai urusan rumah tangga sendiri. Dengan demikian desentralisasi

diadakan, sebagai pemberian wewenang kepada pejabat-pejabat bawahan

21 C.S.T Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan. 2, Bumi Aksara, Jakarta,
2005, him. 142.
22 Hanif Nurcholis, op.cit., him. 4.
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didaerah, untuk menyelenggarakan urusan-urusan pusat yang terdapat di
daerah dalam rangka hierarkies kepegawaian..?®
c. Dekonsentrasi

Adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal yang lebih
tinggi kepada pejabat-pajabatnya didaerah. Tanggungjawab tetap berada
pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaan, maupun
pembiayaannya tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Unsur-
unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam
kedudukannya sebagai wakil dari pemerintah pusat. Latar belakang
diadakannya sistem dekonsentrasi ini ialah bahwa tidak semua urusan
pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah.?*

Dekonsentrasi merupakan prinsip sistem pemerintahan, dimana
terjadi pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada
alat-alat pemerintahan pusat yang ada di daerah dalam hubungan
hierarkies antara atasan dan bawahan, untuk secara bertingkat
menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di wilayah itu, menurut
kebijakan yang telah ditetapkan serta beban biaya dari pemerintah pusat.
Alat pemerintah pusat yang ada di suatu wilayah tersebut bertugas hanya

sebagai penyelenggaraan administratif.®

23 Harsono, Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa, Liberty, Yogyakarta,
1992, him. 34.

241bid, hlm. 35.

25 Morisan, Hukum Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi, Jakarta, Ramdina Prakarsa,
2005, him. 190.
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Dengan demikian asas dekonsentrasi merupakan, manifestasi dari
penyelenggara pemerintahan negara yang mempergunakan asas
dekonsentrasi yang dipersempit atau diperhalus. Asas ini merupakan
manifestasi, penyelenggaraan pemerintahan pusat yang ada di daerah.
Dekonsentrasi tidak mengakibatkan adanya kewenangan suatu daerah
untuk menentukan diri sendiri. Kebijakan-kebijakan yang dibuat atau
dengan kata lain otonomi, kewenangan, dan pendanaan semua dilakukan
oleh pemerintah pusat, ataupun kepala instasi vertikal yang berada di
atasnya.?

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang
Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari asas dekonsentrasi
ini dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu dari segi pemberian wewenang,
segi pembentukan pemerintahan lokal administratif, dan segi pembagian
wilayah negara. Ditinjau dari segi pembagian wewenang dekonsentrasi
adalah asas yang dimaksudkan akan memberikan wewenang dari
pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat bawahannya di daerah untuk
menyelenggarakan tugas-tugas atau wewenang-wewenang pusat yang

terdapat di saerah. Ditinjau dari segi pembentukan pemerintahan lokal

%6 Dahlan Thaib, DistorsiSistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah, Toga Press,
Yogyakarta, 2006, him. 68.
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asas dekonsentrasi berarti asas yang akan membentuk pemerintahan-
pemerintahan lokal administratif di daerah untuk diberi tugas atau
wewenang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat yang
terdapat di daerah yang bersangkutan. Sedangkan ditinjau dari segi
pembentukan wilayah negara, asas dekonsentrasi adalah asas yang akan
membagi  wilayah menjadi  daerah-daerah  pemerintahan lokal
administratif. Oleh karena itu, tidak semua pemerintah pusat dapat
diserahkan kepada daerah menurut asas dekonsentrasi, maka
penyelenggaraan Pemerintah Pusat di daerah dilaksanakan oleh perangkat
Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-
urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pejabat-
pejabatnya di daerah, menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan,
pelaksanaan, maupun pembiayaannya.?’
d. Asas tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam
melaksanakan urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintahan
Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya
dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Apabila diperhatikan hal tersebut diatas bahwa tidak semua urusan
Pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah

tangganya. Beberapa urusan pemerintahan masih tetap merupakan urusan

27 Harsono, op.cit., him. 40.
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pemerintah pusat, akan tetapi berat sekali bagi pemerintah untuk
menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah di daerah yang masih
menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar asas
dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah
daerah di daerah dan juga ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna
adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila urusan pemerintah
daerah di daerah harus diselenggarakan sendiri oleh perangkatnya di
daerah, karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat
besar jumlahnya. Lagi pula mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit
untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya pemerintah
pusat yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka sejak adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah, memberikan kemungkinan untuk
dilaksanakannya berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas
tugas pembantuan.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa
asas tugas pembantuan adalah merupakan tugas-tugas untuk ikut serta
didalam melaksanakan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah
tingkat atasnya kepada daerah dengan ketentuan mempertanggung
jawabkan kepada yang menugaskan. Sebab urusan yang ditugaskan
tersebut sepenuhnya masih merupakan wewenang pemerintah atau daerah
tingkat diatasnya. Pemerintah/Daerah tingkat atasnya yang memberikan

tugas tersebut yang merencanakan kegiatan atau membuat kebijaksanaan
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kemudian daerah yang diberi tugas hanya sekedar melaksanakannya,
tetapi mempunyai tugas dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas yang diembannya kepada yang menugaskan yaitu
pemerintah atau daerah tingkat atasnya.
2. Kelembagaan

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan
baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling
berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam
mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan
kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.?

Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah
daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk daerah
provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris
daerah. Demikian pula untuk daerah kabupaten/kota, lembaga teknis
daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu
yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas
daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu tersebut meliputi : bidang

penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan

2RI, LAN, SANKRI Buku I Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara, Perum Percetakan Negara
RI, Jakarta, 2003, him. 54.
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pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan
pelayanan kesehatan. Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi :
perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta
penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga teknis daerah
dapat berbentuk badan, Kantor, dan Rumah Sakit. Contoh lembaga teknis
daerah adalah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),
Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Daerah, serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.?®

Kelembagaan berasal dari kata bureaucracy (Bahasa Inggris,
bureau cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai
komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada
ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi
yang sifatnya administratif maupun militer. Pada rantai komando ini setiap
posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam
organisasi. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga
cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak
formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus
dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan.

Kelembagaan sebagai suatu sistem organisasi formal
dimunculkan pertama sekali olen Max Weber pada tahun 1947,
menurutnya kelembagaan merupakan tipe ideal bagi semua organisasi

formal. Max Weber mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu bentuk

29 http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_teknis_daerah
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organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan tingkat
kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk
mengisi peran-peran tersebut.*

Ciri organisasi yang mengikuti sistem kelembagaan ini adalah
pembagian kerja dan spesialisasi, orientasi impersonal, kekuasaan hirarkis,
peraturan-peraturan, karir yang panjang, dan efisiensi. Cita-cita utama dari
sistem kelembagaan adalah mencapai efisiensi kerja yang seoptimal
mungkin. Menurut Weber, organisasi kelembagaan dapat digunakan
sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia sehingga
sampai pada sasarannya, karena organisasi kelembagaan punya struktur
yang jelas tentang kekuasaan dan orang yang punya kekuasaan
mempunyai pengaruh sehingga dapat memberi perintah untuk men-
distribusikan tugas kepada orang lain.

Hal senada diungkapkan oleh Nugroho bahwa kelembagaan
dalam praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil. Ungkapan ini
menekankan pentingnya peran sumber daya manusia dalam konteks
kelembagaan.®® Kelembagaan merupakan lembaga yang memiliki
kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi, karena kelembagaan
ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah

organisasi. Kelembagaan merupakan sarana dan alat dalam menjalankan

%0 Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara,
Jakarta, 2008, him. 53.

%IRian Nugroho Rian, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Elex Media
Komputindo, Jakarta, 2004, him. 28.
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kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan
kompleks.*

Kelembagaan memainkan peranan aktif di dalam proses politik di
kebanyakan negara dan kelembagaan menggunakan banyak aktifitas-
aktifitas, diantaranya usaha-usaha paling penting berupa implementasi
Undang-Undang, persiapan proposal legislatif, peraturan ekonomi, lisensi
dalam perekonomian dan masalah-masalah profesional, dan membagi
pelayanan kesejahteraan.

Adapun ciri kelembagaan yang dapat mencapai tujuan negara
diungkapkan oleh Widodo bahwa kelembagaan publik dalam era sekarang
ini harus dapat bekerja secara efisien, efektif, kompetitif, responsif dan
adaptif. Selain itu, kelembagaan publik harus mempunyai struktur dan
prosedur yang fleksibel, juga harus mempunyai kemauan dan kemampuan
yang diperlukan untuk memperkembangkan diri, menyesuaikan diri
dengan situasi dinamis dan ketidakpastian lingkungan.3*

Max Weber berpendapat bahwa kelembagaan adalah suatu bentuk
organisasi yang paling efisien dan rasional. Hal itu digambarkan dengan
menunjukkan apa yang menjadi karakteristik kelembagaan, yaitu:*

a. Kewenangan yang berjenjang sesuai dengan tingkatan organisasi;

b. Spesialisasi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab;

32 Sinambela, loc.cit.

33

Herbert M. Levine dalam Dara Aisyah, Hubungan Birokrasi dengan Demokrasi,
http://library.usu.ac.id/download/fisip/admnegara-aisyah.pdf.

34Joko Widodo, Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi

pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Jakarta, 2001, him. 80.

% Sinambela, op.cit., him. 55.
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c. Posisi didesain sebagai jabatan;

d. Penggantian dalam jabatan secara terencana;

e. Jabatan bersifat impersonal;

f. Suatu sistem aturan dan prosedur yang standar untuk menegakkan
disiplin dan pengendaliannya;

g. Kualifikasi yang rinci mengenai individu yang akan memangku jabatan;

h. Perlindungan terhadap individu dari pemecatan.

Uraian tersebut lebih diperjelas oleh Nugroho bahwa
kelembagaan mempunyai 10 ciri yaitu: 1) Para anggotanya (staf) secara
pribadi bebas, dan hanya melakukan tugas-tugas impersonal dari jabatan-
jabatannya; 2) Terdapat hierarki jabatan yang jelas; 3) Fungsi-fungsi
jabatan diperinci dengan jelas; 4) Para pejabat diangkat berdasarkan
kontrak; 5) Penyeleksian atas dasar kualifikasi profesional yang secara
ideal diperkuat dengan diploma yang diperoleh melalui ujian; 6)
Anggotanya digaji dengan uang dan biasanya mempunyai hak-hak
pensiun; 7) Pekerjaan pejabat ialah pekerjaannya yang satu-satunya; 8)
Terdapat suatu struktur karier dan kenaikan pangkat adalah yang mungkin
baik melalui senioritas ataupun prestasi dan sesuai dengan penilaian para
atasan; 9) Pejabat tidak boleh mengambil kedudukannya sebagai miliknya

pribadi begitu pula sumber-sumber yang menyertai kedudukan itu, dan;
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10) Pejabat tunduk kepada pengendalian yang dipersatukan dan kepada

sistem disipliner.%

Kemampuan untuk menunjukkan ciri tersebut tergantung pada
pelaku kelembagaan atau aparat untuk berfikir dinamis dan berupaya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu setiap aparat
hendaknya memiliki semangat kerja yang tinggi serta didukung oleh
sumberdaya dan dana dalam pencapaian tujuan negara.

Berdasarkan perbedaan tugas pokok atau misi yang mendasari
organisasinya, Syukur Abdullah Alfian menjelaskan bahwa kelembagaan
dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:%’

a. Kelembagaan pemerintahan umum, vyaitu rangkaian organisasi
pemerintah yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum
termasuk memelihara ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat
sampai daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa). Tugas-tugas
tersebut lebih bersifat “mengatur” (regulative function).

b. Kelembagaan pembangunan vyaitu organisasi pemerintahan yang
menjalankan salah satu bidang atau sektor khusus guna mencapai tujuan
pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri dan
lain-lain. Fungsi pokoknya adalah fungsi pembangunan (development

function) atau fungsi adaptasi (adaptive function).

36 Nugroho, op.cit., him. 28.
87 Alfian dan Nazaruddin Syamsyuddin, Profil Budaya Politik Indonesia, Pustaka Utama Grafiti,
Jakarta, 1991, him. 229.
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c. Kelembagaan pelayanan, yaitu unit organisasi yang pada hakekatnya
merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
Dalam kategori ini dapat disebutkan antara lain rumah sakit, sekolah,
kantor koperasi, bank rakyat tingkat desa, kantor atau unit pelayanan
departemen sosial, transmigrasi dan berbagai unit organisasi lainnya
yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas nama
pemerintah. Fungsi utamanya ialah pelayanan (service) langsung
kepada masyarakat. Termasuk dalam konsep ini ialah apa yang disebut
oleh Michael Lipsky sebagai kelembagaan di lapangan tugas dan
berhubungan langsung dengan warga masyarakat.

Pelaksanaan fungsi sebagai pelayanan terhadap masyarakat tidak
dapat dipisahkan dari kemampuan profesional, serta manajemen dan
organisasi (capacity and capability institutional) yang berorientasi pada
pelaksanaan pembangunan secara terpadu, lancar, dan integral dengan
pendekatan administratif, karena itu kelembagaan sebagai publik servis
harus mampu menyeimbangkan antara kekuasaan dan tanggung jawab
(power and responsibility), sehingga fungsi-fungsi yang dijalankannya
memperoleh kedudukannya.

Dalam  menjalankan  fungsi  pemerintahan, kelembagaan
pemerintahan yang terstruktur dalam suatu wadah organisasi, melakukan
proses (kegiatan) dan perilaku (nilai), kelembagaan pemerintahan harus

memiliki kemampuan profesional, kualifikasi administrasi atau manajerial,
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dan hierarki yang jelas untuk melaksanakan kekuasaan dan tanggung
jawab sebagai abdi masyarakat.

Kelembagaan mengandung prinsip hierarki, sehingga dalam
pelaksanaannya ada kelembagaan pemerintahan lokal dan kelembagaan
pemerintahan sentral. Kelembagaan lokal merupakan perpanjangan tangan
kelembagaan sentral dalam memberikan akses pelayanan pemerintahan
dan pembangunan di daerah. Kedudukan kelembagaan pemerintahan lokal
dalam kaitannya dengan isu demokrasi, otonomi, dan keterbukaan sangat
strategis. Dikatakan strategis karena kelembagaan lokal menjadi ujung
tombak untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan nasional maupun daerah.

Selain itu, budaya kelembagaan sangat mempengaruhi kinerja
dari kelembagaan tersebut. Budaya organisasi (kelembagaan) merupakan
kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan
organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi Yyang
bersangkutan.®® Oleh karena itu budaya organisasi kelembagaan akan
menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh oleh para
anggota organisasi dan selanjutnya juga dapat menentukan batas-batas
normatif perilaku anggota organisasi. Budaya ini juga mengatur tentang
sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi dan
menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh para anggota

organisasi. Setiap kelembagaan harus menentukan cara-cara kerja yang

8Sondang Siagian, Teori Pengembangan Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, him. 34.
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tepat untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Suryono menguraikan
bahwa peran penting yang dimainkan oleh budaya organisasi
(kelembagaan) adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap
organisasi; menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan
keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat di
dalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem
sosial, dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-
norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.*
3. Arti Penting Penataan Kelembagaan Dalam Menunjang Kinerja

Daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah daerah terdiri dari Kepala
Daerah dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah. Sementara itu, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pasal 1 angka 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menyatakan bahwa : Perangkat daerah

¥Agus Suryono, Budaya Birokrasi Pelayanan Publik, http://publik.
brawijaya.ac.id/simple/us/jurnal/pdffile.
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kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,
dan Kelurahan.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah, dalam
menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretaris
Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Apabila Sekretaris
Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,
tugasnya dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, yang
memenuhi  persyaratan. Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur. Sementara itu, Sekretaris
Daerah  Kabupaten/Kota diangkat oleh  Gubernur atas usul
Bupati/Walikota. Sekretaris Daerah, karena kedudukannya, juga berfungsi
sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah Provinsi
berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai
berikut:

(1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.
(2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur

dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan
lembaga teknis daerah.
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(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
d. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis
daerah;
f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.
(5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
gubernur.

Sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 :

(1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu
bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas
daerah dan lembaga teknis daerah.

(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis
daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.

(5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
bupati/walikota.

Demikian pula Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang

Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh
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Gubernur untuk Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.

Tugas Sekretaris DPRD adalah : 4°

a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; dan

c. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD dalam melaksanakan fugsinya sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

Dalam menyediakan tenaga ahli dimaksud, Sekretaris DPRD
wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dalam
melaksanakan tugasnya secara teknis operasional, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Susunan organisasi Sekretaris DPRD ditetapkan dalam Peraturan Daerah
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah .

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 adalah:

(1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut
sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

40 Mashuri Maschab, op.cit., him. 41.
41 pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
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penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD.

(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.

(5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

oo o

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah:

(1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut
sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.

(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.

(5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Dalam suatu daerah otonom, dinas daerah merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas,
yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, dari Pegawai Negeri
Sipil, yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala dinas
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah
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Provinsi berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
adalah sebagai berikut:

(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.

(5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
gubernur melalui sekretaris daerah.

(6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa
daerah kabupaten/kota.

o

Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah
sebagai berikut :

(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.

(5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

(6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

o
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teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa
kecamatan.

Di samping dinas daerah sebagai perangkat daerah, dikenal pula
lembaga teknis daerah. Lembaga ini merupakan unsur pendukung tugas
kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik berbentuk badan, kantor atau rumah sakit umum daerah.
Lembaga-lembaga tersebut di atas, dipimpin oleh kepala badan, kepala
kantor, dan kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh Kepala
Daerah, dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah. Kepala lembaga dimaksud bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah Provinsi
berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah
sebagai berikut :

(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

(2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

(3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.

(5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan,
yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk
rumah sakit dipimpin oleh direktur.

(6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

o
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(7) Pada badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk unit
pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu
atau beberapa daerah kabupaten/kota.

Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah
sebagai berikut :

(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

(2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

(3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.

(5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan,
yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk
rumah sakit dipimpin oleh direktur.

(6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris
daerah.

(7) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit
pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu
atau beberapa kecamatan.

Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota memimpin
suatu wilayah kerja yang disebut Kecamatan. Kecamatan dibentuk di
wilayah Kabupaten/Kota dengan suatu Peraturan Daerah yang dibuat
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Camat dalam memimpin

wilayah Kecamatan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang
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Bupati/Walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Di
samping itu, Camat juga menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
meliputi : 42

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan
Desa atau Kelurahan.

Camat diangkat oleh Bupati/Walikota dari Pegawai Negeri Sipil
yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas
usul Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu oleh
Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Sementara itu, perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

“http://www.pemkabsleman.go.id, tugas pokok dan fungsi camat

40


http://www.pemkabsleman.go.id/

Ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan dengan peraturan
Bupati/Walikota, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.*?

Di dalam wilayah Kecamatan dibentuk Kelurahan. Pembentukan
Kelurahan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berpedoman pada
Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah, yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.
Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota dari Pegawai Negeri Sipil, yang
menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan,
sesuai peraturan perundang-undangan, atas usul Camat. Selain
menjalankan tugas yang merupakan pelimpahan dari Bupati/Walikota,
Lurah juga melaksanakan tugas:**

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

b. Pemberdayaan masyarakat;

o

. Pelayanan masyarakat;

o

. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan

D

. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Dalam menjalankan tugasnya, Lurah bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya
dibantu oleh perangkat Kelurahan yang bertanggung jawab Kepada Lurah.

Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas lurah di kelurahan dapat

43 pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
44 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
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dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas
ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan faktor-faktor
tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, yang
dimaksud faktor-faktor tertentu adalah beban, tugas, cakupan wilayah dan
jumlah penduduk. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan
oleh Pemerintah Pusat untuk provinsi dan oleh Gubernur untuk
Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Daerah. Dalam hal
ini yang dimaksud pengendalian adalah penerapan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam melakukan penataan
organisasi perangkat daerah.*

Dari hal ini semakin jelas bagi kita bahwa betapapun luasnya
otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, secara hierarkis tetap berada
dalam kendali pemerintahan atasan, Provinsi untuk Kabupaten/Kota,
Pemerintah Pusat untuk Daerah Provinsi. Hal ini sangat penting untuk
diperhatikan guna menjaga asas kesatuan administrasi dan asas kesatuan
wilayah, atau dengan kata lain, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

4 pPenjelasan Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
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E. Metode Penelitian
1. Obyek Penelitian
Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
2. Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer berupa :

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo;

4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 — 83 tentang Susunan
Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo.

a. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal, atau
tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
3. Metode Pengumpulan Data
a. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara menelaah buku-buku,
perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan bupati, karya

ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah.
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b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab
kepada narasumber berdasarkan permasalahan yang diteliti.
Narasumber yang diminta memberikan penjelasan adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Purworejo, Drs. H. Said Romadhon. Selain itu
penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bagian
Organisasi dan Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
Makin Mubazir, SH, MH, Kasubag Ketatalaksanaan Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo, Sigit Kurniawan Saputra, S.SS, dan
Kasubag Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo,
Yeni Astuti, S.STP.

4. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif
yang lebih memfokuskan pada Undang-Undang dan peraturan-
peraturan lain serta aspek-aspek hukum terhadap obyek yang diteliti.
5. Analisis Data
Data yang diperolen dari penelitian baik dari penelitian
kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisa dengan

menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di

lapangan maupun di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah

diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan
ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh

jawaban permasalahan.
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BAB |1

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH

A. Pengertian Otonomi Daerah

Pada umumnya setiap negara yang berbentuk negara kesatuan akan
menyelenggarakan pemerintahan secara sentralisasi atau desentralisasi.
Penyelenggaraan pemerintahan secara sentralisasi adalah penyelenggaraan
seluruh persoalan pemerintahan dilakukan oleh satu pemerintahan atau
dilakukan secara terpusat, tidak mengenal pemencaran atau penyerahan
kekuasaan kepada organ pemerintah yang ditempatkan di daerah-daerah,
sedangkan penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi adalah
pelaksanaan urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pusat
tetapi juga dilakukan oleh organ-organ pemerintahan di tingkat daerah.
Dengan kata lain, pada negara kesatuan yang menganut desentralisasi berarti
ada penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada organ-organ pemerintahan
yang ada di daerah.*®

Desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat
peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan
mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat
bentuk utama desentralisasi, yaitu:

(1) Dekonsentrasi,

4 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemilihan kepala Daerah Secara
Langsung, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, him. 64.
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(2) Delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah (parastatal),

(3) Pelimpahan kewenangan (devolusi) ke pemerintah daerah, dan

(4) Peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya
masyarakat (LSM).

Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan
kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. Desentralisasi
merupakan staatkundige decentralisatie (desentralisasi ketatanegaraan), atau
lebih sering disebut dengan desentralisasi politik, bukan ambtelijke
decentralisatie, seperti halnya dengan dekonsentrasi. Menurut RDH
Koesoemahatmadja, secara harfiah kata desentralisasi berasal dari dua
penggalan kata bahasa Latin yakni: de berarti lepas, centrum berarti pusat.

Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. 4’

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut desentralisasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menunjukan bahwa dalam
penyelenggaraan pemerintahan itu tidak semata-mata dilakukan oleh
pemerintah pusat tetapi juga oleh satuan pemerintahan daerah. Ketentuan
mengenai penyelengaraan pemerintahan di Indonesia sehubungan dengan
desentralisasi terdapat dalam Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai

berikut:

47 Ni’matul Huda, Materi Kuliah Pasca Sarjana Hukum UlI
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Pasal 18 UUD 1945:

(2) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah
daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan
tugas pembantuan.

(4) Pemerintahan daerah provinsi daerah, kabupaten, dan kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.

(5) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.

(6) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat.

(7) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.

(8) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam undang undang.

Pasal 18A

(2) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

(3) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

(2) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
undang-undang.

(3) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
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Undang-undang yang ditunjuk oleh Pasal 18 UUD 1945 untuk
mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sekarang ini adalah Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-
undang ini terdapat prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah
yaitu:

a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;

b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang
dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan

c. asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi,
Daerah Kabupaten, Daerah Kota, dan Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas menunjukan bahwa
Indonesia menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara teoritis pentingnya menganut azas desentralisasi menurut The
Liang Gie adalah sebagai berikut :%8

a. Dari segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah
penumpukan kekuasaan pada satu pihak yang pada akhirnya dapat
menimbulkan tirani;

b. Dari segi demokrasi, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai
tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam

%8 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Indonesia, Gunung Agung
Jakarta, 1968, him. 35-41.
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pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak
demokrasi;

c. Dari segi teknis organisatoris, desentralisasi adalah semata-mata untuk
mencapai suatu pemerintahan yang efisien;

d. Dari segi kultural merupakan sebab pula diselenggarakannya
desentralisasi. Kekhususan pada suatu daerah seperti corak geografis,
keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar
belakang sejarah, mengharuskan diadakannya penguasa setempat guna
memperhatikan semua itu;

e. Dari segi kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi
diperlukan karena pemerintah daerah dianggap sebagai suatu instansi
yang dapat membantu pembangunan itu.

Menurut Bagir Manan, kehadiran satuan pemerintahan otonom
dalam kaitannya dengan demokrasi akan menampakan hal-hal berikut:*°

a. Secara umum, satuan pemerintahan otonom tersebut akan lebih
mencerminkan cita demokrasi daripada sentralisasi.

b. Satuan pemerintahan otonom dapat dipandang sebagai esensi system
demokrasi.

c. Satuan pemerintahan otonom dibutuhkan untuk mewujudkan prinsip
kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

d. Satuan pemerintahan otonom dibentuk dalam rangka memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai
kebutuhan dan tuntutan yang berbeda-beda.

Menurut Bagir Manan, bentuk pemerintahan daerah otonom menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (demikian juga berbagai undang-
undang pemerintahan daerah terdahulu) adalah sebagai, “Satu kesatuan
pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah -dari satuan pemerintahan pusat-

yang bebas dan mandiri mengatur dan mengurus sebagian fungsi

pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan

49 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UlI,
Yogyakarta, 2001, him. 177.
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maksud Pasal 18 UUD 1945 yang hanya mengatur otonomi berdasarkan
pembagian tertitorial”.>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah
Kabupaten dan Kota hanya ditempatkan sebagai Daerah Otonom, yaitu
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan, “Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi
atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan
Daerah”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa, “Pemerintahan
Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut tampak bahwa Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota hanya sebagai Daerah Otonom. Berbeda dengan undang-undang
sebelumnya yang menempatkan Daerah Kabupaten dan Kotamadya di
samping sebagai Daerah Otonom juga sebagai Wilayah Administrasi.

Terdapat alasan yang logis mengapa Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota selain sebagai Daerah Otonom, juga sebagai Wilayah Administrasi,

sebagaimana tampak dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23

Ibid., him. 107.
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Tahun 2014, “Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga
merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi
bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di
wilayah Daerah kabupaten/kota”.

Ditempatkannya Kabupaten dan Kota hanya sebagai Daerah Otonom
di satu sisi berarti menghapus dualisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan di sisi lain memberikan keleluasaan masing-masing Kabupaten dan Kota
untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Hal ini akan lebih
mendorong ke arah kebebasan dan kemandirian Daerah, yang merupakan
esensi dari otonomi.

Kabupaten dan Kota sebagai suatu institusi yang berada dalam
naungan negara hukum Indonesia, dituntut pula agar setiap penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten dan Kota didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Prinsip ini muncul dalam bentuk pemberian
kewenangan kepada Kabupaten dan Kota untuk membentuk Peraturan Daerah,
sebagai instrumen hukum untuk mengatur urusan rumah tangga daerah dan
sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selanjutnya Kepala Daerah berwenang untuk membuat keputusan-keputusan
untuk melaksanakan peraturan daerah yang bersangkutan.

Sesuai dengan esensi otonomi yaitu kebebasan dan kemandirian untuk
mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah, kewenangan Kabupaten
dan Kota untuk membentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah

ataupun keputusan-keputusan juga berumpu pada kebebasan dan kemandirian.
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Namun demikian, karena kebebasan dan kemandirian Kabupaten dan Kota
dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi bukan berarti
kemerdekaan, maka pembentukan daerah dan keputusan-keputusan tidak
dapat lepas dari hukum nasional atau peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.

Hal ini membawa dua kemungkinan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan tingkat daerah; pertama, setiap bentuk Peraturan Daerah
dan Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan hukum
nasional; kedua, Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah dibentuk dalam
rangka melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam hukum nasional,
terutama dalam tugas pembantuan.

Prinsip lain yang terdapat dalam negara hukum adalah prinsip
kedaulatan rakyat dan prinsip kesejahteraan. Berkenaan dengan prinsip ini,
Bagir Manan mengatakan sebagai berikut: Meskipun dimasa modern ini
(termasuk Indonesia yang luas dengan penduduk yang banyak) tidak lagi
mungkin menjalankan pemerintah langsung oleh semua warga negara, tetapi
usaha atau penciptaan mekanisme untuk mengikutsertakan sebanyak-
banyaknya rakyat harus tetap dipertahankan. Sistem pemerintahan otonomi
yang diselenggarakan atas dasar permusyawaratan rakyat daerah bersangkutan
melalui wakil-wakil mereka memungkinkan perluasan partisipasi demokratis
rakyat. Satuan-satuan pemerintah otonomi yang mandiri dan demokratis juga
akan lebih mendekatkan pemerintah kepada rakyat sehingga berbagai

kepentingan rakyat yang berbeda-beda dapat dilayani secara wajar. Hal ini
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berkaitan dengan pengertian-pengertian materiil dari demokrasi maupun
paham negara kesejahteraan sebagai bentuk lebih lanjut dari paham negara
berdasarkan atas hukum. Baik dari sudut paham meteriil dari demokrasi
maupun negara kesejahteraan, fungsi utama pemerintahan bukan sekedar
pemberi ketertiban dan keamanan, melainkan sebagai penyelenggara
kesejahteraan umum dan keadilan sosial.>

Prinsip kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui sistem
demokrasi yang berupa demokrasi perwakilan. Wujud nyata dari demokrasi
perwakilan ini adalah hadirnya institusi DPRD pada Daerah Otonom.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, hak rakyat untuk menentukan nasibnya
tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap
tempat, di kota, di desa, dan di daerah. Tiap-tiap golongan persekutuan itu
mempunyai Badan Perwakilan sendiri. Telah disebutkan pula bahwa dalam
rangka merealisasikan prinsip kesejahteraan, otonomi dapat dijadikan ujung
tombak usaha mewujudkan kesejahteraan tersebut, yang pelaksanaannya
dijalankan oleh satuan pemerintah yang lebih dekat dan berhubungan
langsung dengan masyarakat, yaitu Kabupaten dan Kota.

“Seperti halnya dalam hukum tata negara, maka dalam hukum

administrasi negara juga dikenal sumber kekuasaan atau wewenang suatu

°1 Bagir Manan, op.cit., him. 25
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badan atau pejabat tata usaha negara dapat berasal dari atributifdan
derivatif.”%2

Perolehan kekuasaan atau wewenang dengan cara atributif
menyebabkan terjadinya “pembentukan kekuasaan”, karena berasal dari
keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena
pembentukan secara atributif bersifat asli (oorspronkelijk). ‘Pembentukan
kekuasaan secara atributif menyebabkan adanya kekuasaan yang baru”.>

B. Asas-Asas Pemerintah Daerah

Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. dalam menyelenggarakan Pemerintahan,
Pemerintah Pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta
dekonsentrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan
menjalan cara desentralisasi dalam wujud Otonomi Daerah dan tugas
pembantuan serta kewenangan dari atas/instansi vertikal.

Kemudian dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah
berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang dalam Hukum
Administrasi Negara dikenal dengan Asas-asas umum Pemerintah yang layak,
ini sudah diterima sebagai Norma Hukum secara utuh, yang harus ditaati oleh
Penyelenggara Pemerintahan, Asas-asas ini telah lama menjadi dasar pokok

dalam Penyelenggaraan Daerah yang mengikat secara wajib dan ditaati oleh

52 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato
Nawaksara, PT. Gramedia, Jakarta, 1997, him. 39.
531bid, him. 39.
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penyelenggara Pemerintahan, baik di Pusat maupun Daerah. Secara yuridis
formal, hal semacam ini diakui di Negara Indonesia, dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara
yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditambah Asas efisiensi
dan Asas efektifitas. Kemudian dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa, Asas-asas
tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan yang utuh bulat dalam
penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi dengan Undang-Undang tersebut menganut Pemerintahan Daerah
Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dimana kewenangan
Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fisikal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Sedangkan Asas-asas di dalam menyelenggarakan Pemerintahan di
Daerah ada tiga macam yakni:

a. Asas Desentralisasi
Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan
olen Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Urusan-urusan Pemerintahan yang telah

diserahkan kepada Daerah dalam rangka Pelaksanaan Asas Desentralisasi
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ini pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab Daerah
sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada
Daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan maupun
yang menyangkut segi-segi pembiayaan. Demikian pula perangkat
pelaksanaannya adalah Perangkat Daerah itu sendiri, terutama Dinas-
Dinas Daerah.

Mengenai pengertian desentralisasi The Liang Gie menyatakan
bahwa: Desentralisasi sebagai suatu Sistem Kenegaraan adalah
pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat kepada Kepala satuan-
satuan Organisasi Pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap
kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu
wilayah.>*

Oleh karena itu Desentralisasi perlu diselenggarakan oleh Negara
Republik Indonesia karena bentuk Negara kesatuan yang dianutnya
mencakup berbagai faktor geografis, ekonomis, sosiologis, politik,
psikologis, historis dan kultur yang berbeda-beda dari wilayah ke wilayah
dan untuk memupuk kesadaran bernegara dan berpemerintahan sendiri
dikalangan Rakyat Indonesia serta membangun Negara seluruhnya,
khususnya pembangunan ekonomi.

Kebalikan Asas Desentralisasi adalah Asas Sentralisasi. Dalam
Negara yang mempergunakan Asas Sentralisasi, semua urusan Negara,

baik itu di Pusat maupun di Daerah adalah merupakan urusan Pusat.

> The Liang Gie, op.cit., him. 50
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b.

Pemerintahan Daerah yang ada di Daerah semata-mata hanya
Pemerintahan Administratif dan tidak terdapat Pemerintahan yang
mengurus rumah tangga sendiri. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini
adalah Sistem Pemerintahan Hindia Belanda pada masa sebelum Belanda
hanya ada Pemerintahan Pangreh Praja dengan beberapa jawatan Pusat
lainnya di Daerah.
Asas Dekonsentrasi

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang
Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Asas Dekonsentrasi
ini dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu dari segi pemberian wewenang,
segi pembentukan Pemerintahan Lokal Administratif, dan segi pembagian
wilayah Negara. Ditinjau dari segi pembagian wewenang Dekonsentrasi
adalah Asas yang dimaksudnya akan memberikan wewenang dari
Pemerintahan Pusat kepada pejabat-pejabat bawahannya di Daerah untuk
menyelenggarakan tugas-tugas atau wewenang-wewenang Pusat yang
terdapat di Daerah. Apabila ditinjau dari segi pembentukan Pemerintahan
lokal Asas Dekonsentrasi berarti Asas yang akan membentuk
Pemerintahan-pemerintahan lokal Administratif di Daerah untuk diberi
Tugas atau wewenang menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintah Pusat

yang terdapat di Daerah yang bersangkutan. Sedangkan ditinjau dari segi
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C.

pembentukan wilayah Negara, Asas Dekonsentrasi adalah Asas yang akan
membagi wilayah menjadi Daerah-daerah Pemerintahan  Lokal
Administratif. Oleh karena itu, tidak semua Pemerintah Pusat dapat
diserahkan kepada Daerah menurut Asas Dekonsentrasi, maka
penyelenggaraan Pemerintah Pusat di Daerah dilaksanakan oleh perangkat
Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan Asas Dekonsentrasi. Urusan-
urusan Yyang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada pejabat-
pejabatnya di Daerah, menurut Asas Dekonsentrasi ini tetap menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat, baik mengenai perencanaan,
pelaksanaan, maupun pembiayaannya.

Asas tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah Tugas untuk turut serta dalam
melaksanakan  urusan  Pemerintahan yang dirugaskan  kepada
Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang
menugaskan.

Apabila diperhatikan hal tersebut diatas bahwa tidak semua
urusan Pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah menjadi urusan
rumah tangganya. Jadi beberapa urusan Pemerintahan masih tetap
merupakan urusan Pemerintah Pusat. Akan tetapi berat sekali bagi
Pemerintah untuk menyelenggarakan seluruh urusan Pemerintah di
Daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas

Dasar Asas Dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat
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Pemerintah Daerah di Daerah dan juga ditinjau dari segi daya guna dan
hasil guna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila urusan
Pemerintah Daerah di Daerah harus diselenggarakan sendiri oleh
perangkatnya di Daerah karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya
yang sangat besar jumlahnya. Lagipula mengingat sifatnya, berbagai
urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya
Pemerintah Pusat yang bersangkutan. Untuk itulah perlunya diberlakukan
Asas Tugas Pembantuan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 asas tugas
pembantuan adalah merupakan tugas-tugas untuk ikut serta didalam
melaksanakan urusan Pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat
atasnya kepada Daerah dengan ketentuan mempertanggung jawabkan
kepada yang menugaskan. Sebab urusan yang ditugaskan tersebut
sepenuhnya masih merupakan wewenang Pemerintah atau Daerah tingkat
diatasnya. Pemerintah/Daerah tingkat atasnya yang memberikan tugas
tersebut yang merencanakan kegiatan atau membuat kebijaksanaan
kemudian daerah yang diberi tugas hanya sekedar melaksanakannya tetapi
mempunyai tugas dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas yang diembannya kepada yang menugaskan yaitu
pemerintah atau daerah tingkat atasnya.

Apabila dicermati menurut Asas Dekonsentrasi, Asas
Desentralisasi maupun menurut Asas tugas pembantuan dalam

melaksanakan urusan Pemerintahan harus mempergunakan prinsip hasil

59



guna dan daya guna, sebab tidak semua Pemerintah dapat diserakan
kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya, jadi sebagian urusan
Pemerintah masih tetap menjadi urusan-urusannya Pemerintah Pusat. Hal
ini Pemerintah Pusat merasa berat sekali untuk menyelenggarakan seluruh
urusan yang ada di Daerah yang masih menjadi tanggung jawab dan
wewenangnya tersebut. Atas dasar Dekonsentrasi mengingat keterbatasan
kemampuan perangkat Pemerintah Pusat yang ada di Daerah. Apabila
dicermati dari segi daya guna dan hasil guna, semua urusan Pemerintah
Pusat di Daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkat Pusat yang ada
di Daerah, akan memerlukan biaya dan tenaga yang tidak sedikit
jumlahnya, karena sifat berbagai kegiatan Pemerintahan urusannya sangat
sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikutsertakan Pemerintah
Daerah, mengingat serta atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka
Peraturan Perundang-undangan memungkinkan untuk melaksanakan

berbagai urusan Pemerintah Daerah menurut Asas Pembantuan.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara hukum baik
di tingkat pusat maupun di tingkat daerah haruslah berdasarkan pada azas
legalitas, yaitu asas yang mencanangkan bahwa tanpa dasar wewenang yang
diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
segala macam aparat pemerintah itu tidak memiliki wewenang yang dapat
mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga

masyarakatnya.
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Asas legalitas ini menurut sifatnya diarahkan kepada berlakunya
kesamaan perlakuan. Maksudnya setiap orang yang berada dalam situasi
seperti yang ditentukan dalam suatu ketentuan undang-undang itu, berhak dan
berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-
undang tersebut. Di samping itu, asas legalitas pemerintahan juga menunjang
berlakunya kepastian hukum. “Tindakan hukuman pemerintahan itu hanya
dimungkinkan kalau ada pengaturannya dalam undang-undang”.>®

“Esensi dari asas legalitas dalam negara hukum adalah kewenangan
yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu” %
Kewenangan ini dapat diperoleh baik melalui atribusi, delegasi, maupun
mandat. Kewenangan atribusi maksudnya adalah kewenangan yang diperoleh
secara langsung dari undang-undang, sedangkan delegasi adalah pelimpahan
suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara
yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan
atau jabatan tata usaha negara lainnnya, sementara pada mandat tidak terjadi
perubahan atau peralihan wewenang, yang ada hanyalah hubungan intern,
umpamanya antara “Menteri dengan Dirjen atau Irjennya, di mana Menteri
menugaskan Dirjen atau Sekjennya untuk bertindak atas nama Menteri untuk
melakukan suatu tindakan hukum serta mengeluarkan keputusan-keputusan

tata usaha negara tertentu”.>’

%5 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993,, him. 83-84.

% Ridwan, HR., Hukum Administrasi Negara, Ull Press, Yogyakarta, 2002, him. 72.

1hid, him. 91-92.
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Daerah Kabupaten dan Kota adalah subyek hukum dalam bidang
publik yang berarti dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam
lapangan publik yang dilakukan oleh para pejabat. Selaku subyek hukum
dalam bidang publik, tindakan hukum para pejabat daerah kabupaten dan kota
haruslah didasarkan pada azas legalitas, artinya tindakannya itu harus
berdasarkan pada kewenangan yang berasal dari undang-undang atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanpa ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau
peraturan perundang-undangan, maka pejabat di daerah kabupaten dan kota
tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat mempengaruhi dan
mengubah posisi hukum warga masyarakatnya.

Kewenangan daerah kabupaten dan kota secara tegas ditentukan dalam
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagai berikut :

(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

politik luar negeri;

pertahanan;

keamanan;

yustisi;

moneter dan fiskal nasional; dan

agama.

S 00T

62



(4) Dalam  menyelenggarakan urusan pemerintahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau
dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat
Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan
kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa

(5) Dalam urusan  pemerintahan ~ yang  menjadi  kewenangan
Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pemerintah dapat:

a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;

b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur

selaku wakil Pemerintah; atau

c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau

pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Seiring dengan kedudukan daerah kabupaten dan kota selaku daerah
otonom yang berarti memiliki kebebasan dan kemandirian, maka kewenangan
daerah kabupaten dan kota tidak semata-mata hanya berasal dari undang-
undang, namun dimungkinkan juga memiliki atau memperoleh kewenangan
dari organ pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu melalui delegasi, ataupun
kewenangan asli dari daerah yang bersangkutan, bukan urusan yang berasal
dari undang-undang atau dari pejabat yang lebih tinggi.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dalam negara hukum,
setiap wewenang pemerintahan itu selalu dibatasi baik oleh hukum tertulis
maupun hukum tidak tertulis, demikian pula halnya dengan wewenang satuan
pemerintah daerah. Bagi negara Indonesia, batas wewenang pemerintahan
daerah ini terletak pada sistem yang dianut oleh UUD 1945, yaitu paham
negara kesatuan dan sistem desentralisasi.

Paham negara kesatuan menghendaki penyelenggaraan negara

mengarah pada sasaran yang sama Yyaitu kesejahteraan dan keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia, dan menolak konsep separatisme. Oleh karena itu,
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Penjelasan Pasal 18 menegaskan; “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu
eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam
lingkungannya yang bersifat staat juga”. Artinya wewenang satuan
pemerintahan tidak dapat menyerupai apalagi melebihi wewenang pemerintah
pusat. Selain pembatasan ini, juga ada dua pembatasan lain yaitu batas isi

otonomi dan batas hierarki perundang-undangan.

Batasan isi otonomi terletak pada kenyataan bahwa urusan rumah
tangga daerah atau isi otonomi itu hanya persoalan pemerintah, bukan
persoalan kenegaraan. Daerah tidak diberi wewenang yang bersifat
kenegaraan seperti memiliki angkatan bersenjata, mencetak uang, mengangkat
duta besar, menyelenggarakan peradilan, dan sebagainya. Sedangkan batasan
hierarki tampak pada pembuatan peraturan daerah yang harus taat asas, artinya
meskipun daerah diberi wewenang mandiri untuk mengatur daerahnya sendiri
dalam rangka melaksanakan dan mengelola daerahnya sendiri, akan tetapi

harus tetap dalam kerangka negara kesatuan.

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti
daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang
terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan
perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari
kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh

ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan
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peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan

umum.>8

Jalan pikiran ini juga diikuti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 250
ayat (4) yang berbunyi: “Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum, dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi”.

Jika terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang
bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, maka Pemerintah (Pusat) berwenang membatalkannya,
sedangkan Daerah yang tidak puas terhadap pembatalan tersebut dapat

mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut:

(2) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari
setelah ditetapkan.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

(4) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh)
hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan
pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah
rnencabut Perda dimaksud.

58 Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah,
Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, Bandung, 1995, him. 8
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(6) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan
pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan
yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala
daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Di samping pembatasan tersebut di atas, dalam negara hukum bahwa
setiap wewenang pemerintahan bukan saja dibatasi oleh hukum tertulis, tetapi
juga oleh hukum tidak tertulis khususnya asas-asas umum pemerintahan yang

layak.
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BAB 111
TINJAUAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
A. Pengertian Lembaga

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan
baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan
satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-
nilai kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan kedudukan, peran,
kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.>®

Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.
Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk daerah provinsi,
lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Demikian pula untuk daerah kabupaten/kota, lembaga teknis daerah dipimpin
oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah
mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak
tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya.
Tugas tertentu tersebut meliputi  bidang penelitian dan pengembangan,
perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan

dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan.

%RI, LAN, SANKRI Buku I Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara, Perum Percetakan Negara
RI, Jakarta, 2003, him. 54.
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Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis
sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor,
dan Rumah Sakit. Contoh lembaga teknis daerah adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah, serta Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja.®

Kelembagaan berasal dari kata bureaucracy (Bahasa Inggris, bureau
cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando
dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah
dari pada tingkat atas, Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya
administratif maupun militer. Pada rantai komando ini setiap posisi serta
tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam organisasi.
Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung
kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang
harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan
hierarki kekuasaan.

Kelembagaan sebagai suatu sistem organisasi formal dimunculkan
pertama sekali oleh Max Weber pada tahun 1947. Menurutnya kelembagaan
merupakan tipe ideal bagi semua organisasi formal. Max Weber
mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu bentuk organisasi yang ditandai

oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan tingkat kompetensi yang tinggi

80 http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_teknis_daerah
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ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran

tersebut.c:.

Berikut pengertian kelembagaan menurut beberapa ahli :

1. Menurut Hanafie, Tahun 2010

Lembaga adalah badan, organisasi, kaidah, dan norma-norma baik

formal maupun informal sebagai pedoman untuk mengatur perilaku segenap
anggota masyarakat baik dalam kegiatan sehari-sehari maupun dalam
usahanya mencapai suatu tujuan tertentu. Lembaga-lembaga bentukan
pemerintah lebih sering disempurnakan agar mampu berfungsi sebagai
tumpuan untuk menunjang terciptanya pembangunan yang mantap serta
sesuai dengan iklim pembangunan pertanian dan pedesaan. Bentuk
kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu kelembagaan primer
dan kelembagaan sekunder. Unsur-unsur kelembagaan primer mencakup
pemerintah, kekayaan, industri, pendidikan, agama dan keluarga.

2. Menurut Daymon dan Immy, Tahun 2008

Teori kelembagaan (institutional theory) menyatakan bahwa

organisasi yang menghadapi tuntunan-tuntunan yang saling berlawanan
dapat mengadopsi praktik dan struktur yang mengalihkan perhatian
stakeholder dari hal-hal yang mereka anggap tidak dapat diterima
(unacceptabel). Hal ini memberikan kesan legitimate. Teori kelembagaan

memberikan pandangan yang tidak utuh.

61 Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara,
Jakarta, 2008, him. 53.
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Teori tersebut tidak memperhitungkan taktik-taktik pengelolaan kesan yang
digunakan oleh organisasi. Perpaduan antara teori kelembagaan dengan teori
pengelolaan kesan mungkin dapat membantu memahami bagaimana
organisasi melindungi legitimasi.
3. Menurut Anantanyu, Tahun 2011

Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan
aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan
keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan
kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu
bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga
mempunyai fungsi. Lembaga juga merupakan konsep yang berpadu dengan
struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi
sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola
organisasi untuk melaksanakannya.

4. Menurut Nugroho, Tahun 2010

Kelembagaan diartikan sebagai aturan main, norma-norma,
larangan-larangan, kontrak, kebijakan dan peraturan atau perundangan yang
mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau
organisasi untuk mengurangi  ketidakpastian dalam  mengontrol
lingkungannya serta menghambat munculnya perilaku oportunis dan saling
merugikan  sehingga perilaku manusia dalam  memaksimumkan

kesejahteraan individualnya lebih dapat diprediksi.
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Definisi  tersebut mengimplikasikan 2 komponen penting dalam
kelembagaan, yaitu aturan main (lrules of the game) dan organisasi (players
of the game). Keduanya sulit dipisahkan karena organisasi dapat berjalan
apabila aturan main mengizinkan atau memungkinkan, sebaliknya aturan
main disusun, dijalankan, dan ditegakkan oleh organisasi.
5. Menurut Surbakti, Tahun 2010
Teori kelembagaan mengatakan partai dibentuk oleh kalangan
legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen yang
ditentukan berdasarkan pengangkatan untuk mengadakan kontak dengan
masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Partai politik
terbentuk dan menjalankan fungsi dan muncul partai politik lain yang
terbentuk oleh kalangan masyarakat. Partai politik yang terakhir ini biasanya
dibentuk oleh kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik
berdasarkan penilaian bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah tidak
mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka. Hal ini
tidak hanya dapat ditemui dalam wilayah atau bangsa yang tengah dijajah
yang membentuk partai politik sebagai alat memobilisasi masyarakat untuk
memperjuangkan kemerdekaan.®2,
Ciri organisasi yang mengikuti sistem kelembagaan ini adalah
pembagian kerja dan spesialisasi, orientasi impersonal, kekuasaan hierarkis,

peraturan-peraturan, karir yang panjang, dan efisiensi.

62 Daymon, Christine, dan Immy Holloway. 2008. Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public
Relations dan marketing Communications. Bentang Pustaka: Yogyakarta
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Cita-cita utama dari sistem kelembagaan adalah mencapai efisiensi kerja yang
seoptimal mungkin. Menurut Weber organisasi kelembagaan dapat digunakan
sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia sehingga
sampai pada sasarannya, karena organisasi kelembagaan punya struktur yang
jelas tentang kekuasaan dan orang yang punya kekuasaan mempunyai
pengaruh sehingga dapat memberi perintah untuk men-distribusikan tugas
kepada orang lain.

Hal senada diungkapkan oleh Nugroho bahwa kelembagaan dalam
praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil. Ungkapan ini menekankan
pentingnya peran sumber daya manusia dalam konteks kelembagaan.s:
Kelembagaan merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam
menggerakkan organisasi, karena kelembagaan ditata secara formal untuk
melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Kelembagaan
merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era
masyarakat yang semakin modern dan kompleks.¢+

Kelembagaan memainkan peranan aktif di dalam proses politik di
kebanyakan negara dan kelembagaan menggunakan banyak aktifitas-aktifitas,
diantaranya usaha-usaha paling penting berupa implementasi Undang-

Undang, persiapan proposal legislatif, peraturan ekonomi, lisensi dalam

83Rian Nugroho Rian, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Elex Media
Komputindo, Jakarta, 2004, him. 28.
64 Sinambela, loc.cit.
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perekonomian dan masalah-masalah profesional, dan membagi pelayanan
kesejahteraan.s>

Adapun ciri kelembagaan yang dapat mencapai tujuan negara
diungkapkan oleh Widodo bahwa kelembagaan publik dalam era sekarang ini
harus dapat bekerja secara efisien, efektif, kompetitif, responsif dan adaptif.
Selain itu, kelembagaan publik harus mempunyai struktur dan prosedur yang
fleksibel, juga harus mempunyai kemauan dan kemampuan yang diperlukan
untuk memperkembangkan diri, menyesuaikan diri dengan situasi dinamis dan
ketidakpastian lingkungan.ss

Max Weber berpendapat bahwa kelembagaan adalah suatu bentuk
organisasi yang paling efisien dan rasional. Hal itu digambarkan dengan
menunjukkan apa yang menjadi karakteristik kelembagaan, yaitu:¢

Kewenangan yang berjenjang sesuai dengan tingkatan organisasi;

.

J. Spesialisasi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab;

k. Posisi didesain sebagai jabatan;

I. Penggantian dalam jabatan secara terencana;

m. Jabatan bersifat impersonal;

n. Suatu sistem aturan dan prosedur yang standar untuk menegakkan
disiplin dan pengendaliannya;

0. Kualifikasi yang rinci mengenai individu yang akan memangku

jabatan;
p. Perlindungan terhadap individu dari pemecatan.

Uraian tersebut lebih diperjelas oleh Nugroho bahwa kelembagaan

mempunyai 10 ciri yaitu: 1) Para anggotanya (staf) secara pribadi bebas, dan

8 Herbert M. Levine dalam Dara Aisyah, Hubungan Birokrasi dengan Demokrasi,
http://library.usu.ac.id/download/fisip/admnegara-aisyah.pdf. Usu Digital Library, Diakses
tanggal 30 September 2013.

%Joko Widodo, Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi
pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Jakarta, 2001, him. 80.

67 Sinambela, op.cit., him. 55.
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hanya melakukan tugas-tugas impersonal dari jabatan-jabatannya; 2) Terdapat
hierarki jabatan yang jelas; 3) Fungsi-fungsi jabatan diperinci dengan jelas; 4)
Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak; 5) Penyeleksian atas dasar
kualifikasi profesional yang secara ideal diperkuat dengan diploma yang
diperoleh melalui ujian; 6) Anggotanya digaji dengan uang dan biasanya
mempunyai hak-hak pensiun; 7) Pekerjaan pejabat ialah pekerjaannya yang
satu-satunya; 8) Terdapat suatu struktur karier dan kenaikan pangkat adalah
yang mungkin baik melalui senioritas ataupun prestasi dan sesuai dengan
penilaian para atasan; 9) Pejabat tidak boleh mengambil kedudukannya
sebagai miliknya pribadi begitu pula sumber-sumber yang menyertai
kedudukan itu, dan; 10) Pejabat tunduk kepada pengendalian yang
dipersatukan dan kepada sistem disipliner.cs

Kemampuan untuk menunjukkan ciri tersebut tergantung pada pelaku
kelembagaan atau aparat untuk berfikir dinamis dan berupaya untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu setiap aparat hendaknya memiliki
semangat kerja yang tinggi serta didukung oleh sumberdaya dan dana dalam
pencapaian tujuan negara.

Berdasarkan perbedaan tugas pokok atau misi yang mendasari
organisasinya, Syukur Abdullah dalam Alfian menjelaskan bahwa

kelembagaan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:e°

% Nugroho, op.cit., him. 28.
89 Alfian dan Nazaruddin Syamsyuddin, Profil Budaya Politik Indonesia, Pustaka Utama Grafiti,
Jakarta, 1991, him. 229.
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a. Kelembagaan pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi
pemerintah yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum
termasuk memelihara ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat
sampai daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa). Tugas-tugas
tersebut lebih bersifat “mengatur” (regulative function).

b. Kelembagaan pembangunan vyaitu organisasi pemerintahan yang
menjalankan salah satu bidang atau sektor khusus guna mencapai
tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri
dan lain-lain. Fungsi pokoknya adalah fungsi pembangunan
(development function) atau fungsi adaptasi (adaptive function).

c. Kelembagaan pelayanan, yaitu unit organisasi yang pada hakekatnya
merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
Dalam kategori ini dapat disebutkan antara lain rumah sakit, sekolah,
kantor koperasi, bank rakyat tingkat desa, kantor atau unit pelayanan
departemen sosial, transmigrasi dan berbagai unit organisasi lainnya
yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas nama
pemerintah. Fungsi utama-nya ialah pelayanan (service) langsung
kepada masyarakat. Termasuk dalam konsep ini ialah apa yang disebut
oleh Michael Lipsky sebagai kelembagaan di lapangan tugas dan
berhubungan langsung dengan warga masyarakat.

Pelaksanaan fungsi sebagai pelayanan terhadap masyarakat tidak
dapat dipisahkan dari kemampuan profesional, serta manajemen dan
organisasi (capacity and capability institutional) yang berorientasi pada
pelaksanaan pembangunan secara terpadu, lancar, dan integral dengan
pendekatan administratif, karena itu, kelembagaan sebagai publik servis harus
mampu menyeimbangkan antara kekuasaan dan tanggung jawab (power and
responsibility), sehingga fungsi-fungsi yang dijalankannya memperoleh
kedudukannya.

Dalam menjalankan  fungsinya  pemerintahan, kelembagaan
pemerintahan yang terstruktur dalam suatu wadah organisasi, melakukan
proses (kegiatan) dan perilaku (nilai), kelembagaan pemerintahan harus

memiliki kemampuan profesional, kualifikasi administrasi atau manajerial,
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dan hierarki yang jelas untuk melaksanakan kekuasaan dan tanggung jawab
sebagai abdi masyarakat.

Kelembagaan mengandung prinsip hierarki, sehingga dalam
pelaksanaannya ada kelembagaan pemerintahan lokal dan kelembagaan
pemerintahan sentral. Kelembagaan lokal merupakan per-panjangan tangan
kelembagaan sentral dalam memberikan akses. Pelayanan pemerintahan dan
pembangunan di daerah.

Kedudukan kelembagaan pemerintahan lokal dalam kaitannya dengan
isu demokrasi, otonomi, dan keterbukaan sangat strategis. Dikatakan strategis
karena kelembagaan lokal menjadi ujung tombak untuk menumbuhkan
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional maupun daerah.
Selain itu, budaya kelembagaan sangat mempengaruhi Kkinerja dari
kelembagaan tersebut. Budaya organisasi (kelembagaan) merupakan
kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi
dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan.’o Oleh
karena itu budaya organisasi kelembagaan akan menentukan apa yang boleh
dan tidak boleh dilakukan oleh oleh para anggota organisasi dan selanjutnya
juga dapat menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi.
Budaya ini juga mengatur tentang sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan
pengawasan organisasi dan menentukan gaya manajerial yang dapat diterima
oleh para anggota organisasi. Setiap kelembagaan harus menentukan cara-cara

kerja yang tepat untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Suryono

%Sondang Siagian, Teori Pengembangan Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, him. 34.
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menguraikan bahwa peran penting yang dimainkan oleh budaya organisasi
(kelembagaan) adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap
organisasi; menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan
keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat di dalamnya,
membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial, dan
menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan
yang terbentuk dalam keseharian.:

B. Pengaturan Kelembagaan Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan
Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sementara itu,
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah, Kecamatan dan
Kelurahan.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai
tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah, dalam menyusun kebijakan
dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Daerah bertanggung jawab

kepada Kepala Daerah. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan dalam

TAgus Suryono, Budaya Birokrasi Pelayanan Publik, http://publik.
brawijaya.ac.id/simple/us/jurnal/pdffile. Diakses tanggal 30 September 2013.
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melaksanakan tugas dan kewajibannya, tugasnya dilaksanakan oleh penjabat
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, yang memenubhi
persyaratan. Sekretaris Daerah Provinsi Diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Gubernur. Sementara itu, Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota diangkat oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota. Sekretaris
Daerah, karena kedudukannya, juga berfungsi sebagai Pembina Pegawai
Negeri Sipil di Daerah.

Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah Provinsi berdasarkan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai berikut:

(1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur
dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan
lembaga teknis daerah.

(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

d. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis
daerah;
f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.

(5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
gubernur.

Sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 :

(1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.
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(2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu
bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas
daerah dan lembaga teknis daerah.

(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis
daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.

(5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
bupati/walikota.

Demikian pula Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris
DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur untuk
Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota. Tugas Sekretaris DPRD
adalah:"

d. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;

e. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; dan

f. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD dalam melaksanakan fugsinya sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

Dalam menyediakan tenaga ahli dimaksud, Sekretaris DPRD wajib
meminta pertimbangan pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dalam
melaksanakan tugasnya secara teknis operasional, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administratif

bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

2Mashuri Maschab, op.cit., him. 41.
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Susunan organisasi Sekretaris DPRD ditetapkan dalam Peraturan Daerah
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.”

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 adalah:

(6) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut
sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

(7) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(8) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.

(9) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.

(10) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2018 adalah :

(6) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut
sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

(7) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(8) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

3pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

80



b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.

(9) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.

(10) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam suatu daerah otonom, dinas daerah merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas, yang diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil, yang
memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala dinas dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah. Kedudukan, tugas dan fungsi dinas daerah Provinsi
berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2016 adalah
sebagai berikut:

(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.

(5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
gubernur melalui sekretaris daerah.

(6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa
daerah kabupaten/kota.

81



Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten/Kota

berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

1.
2.

3.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya;

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris
daerah.

Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa
kecamatan.

o o

Di samping dinas daerah sebagai perangkat daerah, dikenal pula

lembaga teknis daerah. Lembaga ini merupakan unsur pendukung tugas

kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik berbentuk badan, kantor atau rumah sakit umum daerah.

Lembaga-lembaga tersebut di atas, dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor,

dan kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

Kepala lembaga dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui

Sekretaris Daerah.
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Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah lembaga teknis

berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

1. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

2. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

3. Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan
fungsi:

a.
b.

C.
d.

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.

Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala
badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang
berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.

Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit

pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau

beberapa kecamatan.

Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota memimpin suatu

wilayah kerja yang disebut Kecamatan. Kecamatan dibentuk di wilayah

Kabupaten/Kota dengan suatu Peraturan Daerah yang dibuat dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Camat dalam memimpin wilayah

Kecamatan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota,

83



untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Di samping itu, Camat

juga menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi: "

a.

b.

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan;

Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Desa
atau Kelurahan.

Camat diangkat oleh Bupati/Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang

menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas usul sekretaris

daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu oleh Perangkat

Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Sementara itu,

perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

Ketentuan-ketentuan  tersebut  ditetapkan  dengan  peraturan

Bupati/Walikota, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.”

Thttp://www.pemkabsleman.go.id, tugas pokok dan fungsi camat
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Di dalam wilayah Kecamatan dibentuk Kelurahan. Pembentukan
Kelurahan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berpedoman pada
Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah, yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Lurah
diangkat oleh Bupati/Walikota dari Pegawai Negeri Sipil, yang menguasai
pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan, sesuai peraturan
perundang-undangan, atas usul Camat. Selain menjalankan tugas yang
merupakan pelimpahan dari Bupati/Walikota, Lurah juga melaksanakan
tugas:®
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

b. Pemberdayaan masyarakat;

c. Pelayanan masyarakat;

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Dalam menjalankan tugasnya, Lurah bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu
oleh perangkat Kelurahan yang bertanggung jawab Kepada Lurah. Guna
membantu kelancaran pelaksanaan tugas lurah di kelurahan dapat dibentuk
lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan peraturan

daerah.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
76 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
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Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas ditetapkan
dengan peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Susunan organisasi perangkat daerah, sebagaimana
dikemukakan di atas, ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan
memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah. Dalam hal ini, yang dimaksud faktor-faktor tertentu adalah beban
tugas, cakupan wilayah dan jumlah penduduk. Pengendalian organisasi
perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk provinsi dan oleh
Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
Dalam hal ini yang dimaksud pengendalian adalah penerapan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam melakukan penataan
organisasi perangkat daerah.”’

Dari hal ini semakin jelas bagi kita bahwa betapapun luasnya
otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, secara hierarkis tetap berada dalam
kendali pemerintahan atasan, Provinsi untuk Kabupaten/Kota, Pemerintah
Pusat untuk Daerah Provinsi. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan guna
menjaga asas kesatuan administrasi dan asas kesatuan wilayah, atau dengan
kata lain, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terlebih lagi apabila kita perhatikan Ketetapan MPR Rl Nomor 1VV/MPR/2000
tentang Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah
bahwa kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran

antara lain, pertama, peningkatan pelayanan publik dan pengembangan

""Penjelasan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
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kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintah daerah, kedua, kesetaraan
hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar
pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan, ketiga, untuk menjamin
peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di
daerah, dan keempat, menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian

daerah.”

8 Ni’'matul Huda, Materi Kuliah Pasca Sarjana Hukum UlI
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BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Pembagian urusan dan uraian kewenangan yang dimiliki daerah

Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 adalah sebagai berikut :

No | Jenis Pembagian Urusan Uraian Kewenangan
1. Pembagian Urusan | a. Pengelolaan pendidikan dasar.
Pemerintahan bidang | b. Pengelolaan pendidikan anak usia
pendidikan dini dan pendidikan nonformal
c. Penetapan kurikulum muatan lokal
pendidikan dasar, pendidikan anak
usia dini, dan pendidikan nonformal.
d. Pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam Daerah
kabupaten/kota
e. Penerbitan izin pendidikan dasar
yang diselenggarakan oleh
masyarakat.
f. Penerbitan izin pendidikan anak usia

dini dan pendidikan nonformal yang

diselenggarakan oleh masyarakat.
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. Pembinaan bahasa dan sastra yang
penuturnya dalam Daerah
kabupaten/kota.

. Penyadaran, pemberdayaan, dan
pengembangan pemuda dan
kepemudaan  terhadap  pemuda
pelopor kabupaten/kota, wirausaha
muda pemula, dan pemuda kader
kabupaten/kota.

Pemberdayaan dan pengembangan
organisasi  kepemudaan  tingkat
Daerah kabupaten/kota.

Pembinaan dan  pengembangan
olahraga pendidikan pada jenjang
pendidikan yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota.

. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga
tingkat Daerah kabupaten/kota.
Pembinaan dan  pengembangan
olahraga prestasi tingkat Daerah

provinsi.

m. Pembinaan dan  pengembangan
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organisasi olahraga tingkat Daerah

kabupaten/kota.

. Pembinaan  dan  pengembangan

olahraga rekreasi.

Pembagian
pemerintahan

kesehatan

urusan

bidang

Pengelolaan UKP Daerah
kabupaten/kota dan rujukan tingkat
Daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan UKM Daerah
kabupaten/kota dan rujukan tingkat
Daerah kabupaten/kota.

Penerbitan izin rumah sakit kelas C
dan D dan fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat Daerah
kabupaten/kota

Penerbitan izin praktik dan izin kerja
tenaga kesehatan.

Perencanaan dan pengembangan
SDM kesehatan untuk UKM dan
UKP Daerah kabupaten/kota.
Penerbitan izin apotek, toko obat,
toko alat kesehatan dan optikal.

Penerbitan izin usaha mikro obat
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tradisional (UMOT).

Penerbitan sertifikat produksi alat
kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan
PKRT kelas 1 (satu) tertentu
perusahaan rumah tangga.

Penerbitan izin produksi makanan
dan minuman pada industri rumah
tangga.

Pengawasan  post-market produk
makanan- minuman industri rumah

tangga.

Pembagian urusan
pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

. Pengelolaan SDA dan bangunan

pengaman pantai pada wilayah
sungai dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota.

. Pengembangan dan  pengelolaan

sistem irigasi primer dan sekunder
pada daerah irigasi yang luasnya
kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu)

Daerah kabupaten/kota.

. Pengelolaan dan  pengembangan

SPAM di Daerah kabupaten/kota .
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. Pengembangan sistem dan
pengelolaan  persampahan  dalam
Daerah kabupaten/kota.

. Pengelolaan dan  pengembangan
sistem air limbah domestik dalam
Daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan dan  pengembangan
sistem drainase yang terhubung
langsung dengan sungai dalam
Daerah kabupaten/kota.

. Penyelenggaraan bangunan gedung
di wilayah Daerah kabupaten/kota,
termasuk pemberian izin mendirikan
bangunan (IMB) dan sertifikat laik
fungsi bangunan gedung.

. Penyelenggaraan penataan bangunan
dan lingkungannya di  Daerah
kabupaten/kota.

Penyelenggaraan jalan
kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pelatihan tenaga

terampil konstruksi.
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k. Penyelenggaraan sistem informasi

jasa konstruksi cakupan Daerah
kabupaten/kota.
Penerbitan izin usaha jasa konstruksi

nasional (nonkecil dan kecil).

. Pengawasan tertib usaha, tertib

penyelenggaraan dan tertib

pemanfaatan jasa konstruksi.

. Penyelenggaraan penataan  ruang

Daerah kabupaten/kota.

Pembagian urusan
pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan

permukiman.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah
korban bencana kabupaten/kota.
Fasilitasi penyediaan rumah bagi
masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

Penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan perumahan.
Penerbitan  sertifikat kepemilikan

bangunan gedung (SKBG).

. Penerbitan izin pembangunan dan

pengembangankawasan permukiman.
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Penataan dan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh dengan
luas di bawah 10 ( sepuluh) ha
Pencegahan perumahan dan kawasan
permukiman kumuh pada Daerah
kabupaten/kota.

Penyelenggaraan PSU perumahan.
Sertifikasi dan registrasi bagi orang
atau badan hukum yang
melaksanakan  perancangan  dan
perencanaan rumah serta perencanaan
prasarana, sarana dan utilitas umum
PSU tingkat kemampuan kecil.
Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota.

Penyelesaian sengketa tanah garapan
dalam Daerah kabupaten/kota.
Penyelesaian masalah ganti kerugian
dan santunan tanah untuk
pembangunan  oleh  Pemerintah

Daerah kabupaten /kota.
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Penetapan  subyek dan obyek
redistribusi tanah, serta ganti
kerugian tanah kelebihan maksimum
dan tanah absentee dalam Daerah
kabupaten/kota.

Penetapan  subyek dan  obyek
redistribusi tanah, serta ganti
kerugian tanah kelebihan maksimum
dan tanah absentee dalam Daerah
kabupaten/kota.

Penetapan  tanah  ulayat yang
lokasinya dalam Daerah
kabupaten/kota.

Penyelesaian masalah tanah kosong
dalam Daerah kabupaten/kota.
Inventarisasi dan pemanfaatan tanah
kosong dalam Daerah
kabupaten/kota.

Penerbitan izin membuka tanah.
Perencanaan penggunaan tanah yang
hamparannya dalam Daerah

kabupaten/kota
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Pembagian urusan
pemerintahan bidang
ketentraman,  ketertiban

umum dan perlindungan

Penanganan gangguan Kketenteraman
dan ketertiban umum dalam 1 (satu)

Daerah kabupaten/kota.

masyarakat. Penegakan Perda Kabupaten/Kota
dan peraturan bupati/walikota.
Pembinaan PPNS
kabupaten/kota.
Penanggulangan bencana
kabupaten/kota
Pencegahan, pengendalian,
pemadaman, penyelamatan, dan
penanganan bahan berbahaya dan
beracun kebakaran dalam Daerah
kabupaten/kota.
Inspeksi peralatan proteksi
kebakaran.
Investigasi kejadian kebakaran.
Pemberdayaan = masyarakat dalam
pencegahan kebakaran

Pembagian urusan Pemberdayaan sosial KAT.

pemerintahan bidang Penerbitan izin pengumpulan

sosial, pemberdayaan

perempuan dan sumbangan dalam Daerah
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perlindungan anak

kabupaten/kota.
Pengembangan  potensi  sumber
kesejahteraan sosial Daerah

kabupaten/kota.

. Pembinaan  lembaga  konsultasi

kesejahteraan keluarga (LK3) yang
wilayah kegiatannya di Daerah
kabupaten/kota.

Pemulangan warga negara migran
korban tindak kekerasan dari titik
debarkasi di Daerah kabupaten/kota
untuk dipulangkan ke

Desa/kelurahan asal.

Rehabilitasi ~ sosial ~ bukan/tidak
termasuk bekas korban
penyalahgunaan NAPZA dan orang
dengan

Human Immunodeficiency

Virus/ AIDS yang tidak memerlukan
rehabilitasi ~ pada  panti, dan
rehabilitasi anak yang berhadapan

dengan hukum.
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Pemeliharaan anak-anak terlantar.
Pendataan dan Pengelolaan data fakir
miskin cakupan Daerah
kabupaten/kota.

Penyediaan kebutuhan dasar dan
pemulihan trauma bagi korban
bencana kabupaten/kota.

. Penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat terhadap kesiapsiagaan
bencana kabupaten/kota
Pemeliharaan taman makam
pahlawan nasional kabupaten/kota.
Pelembagaan PUG pada lembaga
pemerintah tingkat Daerah
kabupaten/kota.

Pemberdayaan perempuan bidang
politik, hukum, sosial dan ekonomi
pada organisasi kemasyarakatan
tingkat Daerah kabupaten

Penguatan, pengembangan lembaga
penyedia layanan pemberdayaan

perempuan tingkat Daerah kabupaten

98




r.

Pencegahan  kekerasan terhadap
perempuan yang melibatkan para
pihak lingkup Daerah
kabupaten/kota.

Penyediaan layanan bagi perempuan
korban kekerasan yang memerlukan
koordinasi tingkat Daerah
kabupaten/kota.

Penguatan  dan  pengembangan
lembaga penyedia layanan
perlindungan  perempuan  tingkat
Daerah kabupaten/kota.

Peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender (KG)
dan hak anak tingkat Daerah
kabupaten/kota.

Penguatan  dan  pengembangan
lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan KG dan hak anak yang
wilayah kerjanya dalam Daerah

kabupaten/kota.
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W.

aa.

bb.

Penyediaan layanan bagi keluarga
dalam mewujudkan KG dan hak anak
yang wilayah kerjanya dalam Daerah
kabupaten/kota.

Pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data gender dan anak
dalam kelembagaan data ditingkat
Daerah kabupaten/kota.

Pelembagaan PHA pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan
dunia  usaha tingkat  Daerah
kabupaten/kota.

Penguatan  dan  pengembangan
lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak
tingkat Daerah kabupaten/Kota
Pencegahan kekerasan terhadap anak
yang melibatkan para pihak lingkup
Daerah kabupaten/kota.

Penyediaan layanan anak yang
memerlukan perlindungan khusus,

memerlukan  koordinasi  tingkat
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CC.

Daerah kabupaten

Penguatan  dan  pengembangan
lembaga penyedia layanan bagi anak
yang memerlukan  perlindungan
khusus tingkat Daerah

kabupaten/kota.

Pembagian
pemerintahan

tenaga kerja.

urusan

bidang

Penetapan rencana pembangunan
industri kabupaten/kota.

Penerbitan IUl kecil dan Ul
Menengah.

Penerbitan IPUI bagi industri kecil
dan menengah.

Penerbitan [UKI dan IPKI yang

lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

. Penyampaian laporan  informasi

industri untuk: 1UI Kecil dan
1zin

Pelaksanaan pelatihan berdasarkan
unit kompetensi.

Pembinaaan lembaga pelatihan kerja
swasta.

Perizinan dan pendaftaran lembaga
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pelatihan kerja.

Konsultansi ~ produktivitas  pada
perusahaan kecil.

Pengukuran produktivitas tingkat
Daerah kabupaten/kota.

. Pelayanan antar kerja di Daerah
kabupaten/kota

Penerbitan izin LPTKS dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota.

. Pengelolaan informasi pasar Kkerja
dalam Daerah kabupaten/kota.

. Perlindungan TKI di luar negeri (pra
dan purna penempatan) di Daerah
kabupaten/kota.

. Penerbitan perpanjangan IMTA yang
lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

. Pengesahan peraturan perusahaan dan
pendaftaran perjanjian kerja bersama
untuk perusahaan yang hanya
beroperasi dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota.
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q. Pencegahan dan penyelesaian

perselisihan  hubungan industrial,
mogok  kerja dan  penutupan
perusahaan di Daerah
kabupaten/kota.

Pencadangan tanah untuk kawasan
transmigrasi di Daerah

kabupaten/kota.

. Penataan pesebaran penduduk yang

berasal dari 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
Pengembangan satuan permukiman

pada tahap kemandirian.

Pembagian
pemerintahan

pangan.

urusan

bidang

Penyediaan infrastruktur dan seluruh
pendukung kemandirian pangan pada
berbagai sektor sesuai kewenangan
Daerah kabupaten/kota.

Penyediaan dan penyaluran pangan
pokok atau pangan lainnya sesuali
kebutunan Daerah kabupaten/kota
dalam rangka stabilisasi pasokan dan

harga pangan.
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Pengelolaan  cadangan pangan
kabupaten/kota.

Penentuan harga minimum daerah
untuk pangan lokal yang tidak
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah provinsi.
Pelaksanaan ~ pencapaian  target
konsumsi pangan perkapita/tahun
sesuai dengan angka kecukupan gizi.
Penyusunan peta kerentanan dan
ketahanan pangan kecamatan.
Penanganan  kerawanan  pangan
kabupaten/kota.

Pengadaan, pengelolaan dan
penyaluran cadangan pangan pada
kerawanan pangan yang mencakup
dalam Daerah kabupaten/kota.
Pelaksanaan pengawasan keamanan
pangan segar.

Pemberdayaan nelayan kecil dalam

Daerah kabupaten/kota.
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. Pengelolaan dan penyelenggaraan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Penerbitan IUP di bidang

pembudidayaan ikan yang usahanya

dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
. Pemberdayaan usaha kecil

pembudidayaan ikan.

. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

. Pengawasan  penggunaan  sarana

pertanian.

. Pengelolaan SDG hewan dalam
Daerah kabupaten/kota.

. Pengawasan mutu dan peredaran
benih/bibit ternak dan tanaman pakan
ternak serta pakan dalam Daerah
kabupaten/kota.

Pengawasan obat hewan di tingkat
pengecer.
Pengendalian,penyediaan,peredaran
benih/bibit ternak,dan hijauan pakan

ternak dalam Daerah kabupaten.
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Penyediaan benih/bibit ternak dan
hijauan pakan ternak yang sumbernya
dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
Pengembangan prasarana pertanian.
Pengelolaan wilayah sumber bibit
ternak dan rumpun/galur ternak
dalam Daerah kabupaten/kota.

. Pengembangan lahan penggembalaan
umum.

Penjaminan kesehatan hewan,
penutupan dan pembukaan daerah
wabah penyakit hewan menular
dalam Daerah kabupaten/kota.
Pengawasan pemasukan hewan dan
produk hewan ke Daerah
kabupaten/kota serta pengeluaran
hewan dan produk hewan dari
Daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan pelayanan jasa
laboratorium dan jasa medik
veteriner dalam Daerah

kabupaten/kota.
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aa.

bb.

CC.

dd.

€e.

Penerapan dan pengawasan
persyaratan teknis kesehatan
masyarakat veteriner.

Penerapan dan pengawasan
persyaratan  teknis  kesejahteraan
hewan.

Pengendalian dan penanggulangan
bencana pertanian kabupaten/kota.
Penerbitan izin usaha pertanian yang
kegiatan usahanya dalam Daerah
kabupaten/kota.

Penerbitan izin usaha produksi
benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas
pemeliharaan hewan, rumah sakit
hewan/pasar hewan, rumah potong
hewan.

Penerbitan izin usaha pengecer
(toko, retail, sub distributor) obat

hewan.

Pembagian
pemerintahan

lingkungan hidup.

urusan

bidang

RPPLH kabupaten/kota.
KLHS untuk KRP Kabupaten.

Pencegahan, penanggulangan dan
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pemulihan  pencemaran  dan/atau
kerusakan lingkungan hidup dalam
Daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
Penyimpanan sementara limbah B3.
Pengumpulan limbah B3 dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota.
Pembinaan dan pengawasan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang izin
lingkungan  dan izin  PPLH
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

Penetapan pengakuan MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak
MHA terkait dengan PPLH yang
berada di Daerah kabupaten/kota.
Peningkatan kapasitas MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan hak
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MHA terkait dengan PPLH yang
berada di Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan penyuluhan
lingkungan hidup untuk lembaga
kemasyarakatan  tingkat = Daerah

kabupaten/kota.

. Pemberian penghargaan lingkungan

hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
Penyelesaian pengaduan masyarakat
di bidang PPLH terhadap.usaha
dan/atau  kegiatan yang izin
lingkungan dan/atau izin PPLH
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, usaha dan/atau
kegiatan yang lokasi dan/atau
dampaknya di Daerah
kabupaten/kota.

. Pengelolaan sampah.

. Penerbitan izin

pendaurulangan sampah/pengolahan

sampah, pengangkutan sampah dan
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pemrosesan akhir sampah yang
diselenggarakan oleh swasta.

Pembinaan dan pengawasan
pengelolaan sampah yang

diselenggarakan oleh pihak swasta.

10. | Pembagian urusan Pelayanan pendaftaran penduduk.
pemerintahan bidang Pelayanan pencatatan sipil
administrasi
kependudukan. Pengumpulan data

kependudukan.
Pemanfaatan dan penyajian
database kependudukan
kabupaten/kota.
Penyusunan profile kependudukan
kabupaten/kota.

11. | Pembagian urusan Penyelenggaraan penataan Desa.
pemerintahan bidang Fasilitasi kerja sama antar Desa
pemberdayaan

masyarakat dan desa.

dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan administrasi

pemerintahan Desa.

Pemberdayaan lembaga
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kemasyarakatan yang bergerak di
bidang pemberdayaan Desa dan
lembaga adat tingkat Daerah
kabupaten/kota dan pemberdayaan
masyarakat hukum adat yang
masyarakat pelakunya hukum adat
yang sama dalam Daerah
kabupaten/kota.

Pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan dan lembaga adat

tingkat Desa.

12.

Pembagian urusan
pemerintahan bidang
pengendalian  penduduk
dan keluarga berencana.

. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan

Pemerintah Daerah provinsi dengan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota
dalam rangka pengendalian kuantitas
penduduk.

Pemetaan perkiraan pengendalian
penduduk cakupan Daerah
kabupaten/kota.

.Pelaksanaan advokasi, komunikasi,
informasi  dan  edukasi  (KIE)

pengendalian penduduk dan KB
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sesuai kearifan budaya lokal.
Pendayagunaan tenaga penyuluh
KB/petugas lapangan KB
(PKB/PLKB).

Pengendalian dan pendistribusian
kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
serta pelaksanaan pelayanan KB di
Daerah kabupaten/kota.
Pemberdayaan dan  peningkatan
peran serta organisasi
kemasyarakatan  tingkat  Daerah
kabupaten/kota dalam pelaksanaan
pelayanan dan pembinaan kesertaan
ber-KB

Pelaksanaan pembangunan keluarga
melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.

Pelaksanaan dan peningkatan peran
serta  organisasi  kemasyarakatan
dalam pembangunan keluarga
melalui pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga.
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13.

Pembagian
pemerintahan

perhubungan.

urusan

bidang

. Penetapan rencana induk jaringan

LLAJ Kabupaten/Kota.

. Penyediaan perlengkapan jalan di

jalan Kabupaten/Kota.

. Pengelolaan t erminal penumpang

tipe C.

. Penerbitan izin penyelenggaraan dan

pembangunan fasilitas parkir.

. Pengujian berkala kendaraan

bermotor.
Pelaksanaan manajemen dan
rekayasa lalu lintas untuk jaringan

jalan kabupaten/kota.

. Persetujuan hasil analisis dampak

lalu lintas untuk jalan

kabupaten/kota.

. Audit dan inspeksi keselamatan

LLAJ di jalan kabupaten/kota.
Penyediaan angkutan orang,barang
dalam Daerah kabupaten

Penetapan kawasan perkotaan untuk

pelayanan angkutan perkotaan dalam
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1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

. Penetapan rencana umum jaringan
trayek perkotaan dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota.

Penetapan rencana umum jaringan
trayek pedesaan yang
menghubungkan 1 (satu) Daerah
kabupaten.

. Penetapan wilayah operasi angkutan
orang dengan menggunakan taksi
dalam kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya berada dalam
Daerah kabupaten/kota.

. Penerbitan izin
penyelenggaraan angkutan orang
dalam  trayek perdesaan  dan
perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

. Penerbitan izin  penyelenggaraan
taksi dan angkutan kawasan tertentu
yang wilayah operasinya berada

dalam Daerah kabupaten/kota.
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. Penerbitan izin usaha angkutan laut
bagi badan usaha yang berdomisili
dalam Daerah kabupaten/kota dan
beroperasi pada lintas pelabuhan di
Daerah kabupaten/kota.

. Penerbitan izin usaha angkutan laut
pelayaran  rakyat bagi  orang
perorangan atau badan usaha yang
berdomisili dan yang beroperasi pada
lintas pelabuhan dalam Daerah
kabupaten/kota.

Penerbitan izin usaha
penyelenggaraan angkutan sungai
dan danau sesuai dengan domisili
orang perseorangan warga negara
Indonesia atau badan usaha.

. Penerbitan izin trayek
penyelenggaraan angkutan sungai
dan danau untuk kapal yang melayani
trayek dalam Daerah kabupaten/kota
Penerbitan izin usaha

penyelenggaraan angkutan
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penyeberangan sesuai dengan
domisili badan usaha.

. Penetapan lintas penyeberangan dan
persetujuan  pengoperasian  untuk
kapal yang melayani penyeberangan
dalam Daerah kabupaten/kota.

. Penerbitan izin usaha jasa terkait
dengan perawatan dan perbaikan
kapal.

. Penetapan tarif angkutan
penyeberangan penumpang kelas
ekonomi dan kendaraan beserta
muatannya pada lintas
penyeberangan dalam Daerah
kabupaten/kota.

. Penetapan rencana induk dan
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan
lokal.

. Penetapan rencana induk DLKP
pelabuhan sungai, danau.
Pembangunan, penerbitan izin

pembangunan dan pengoperasian
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aa.

bb.

CC.

dd.

€€.

ff.

g8-

hh.

pelabuhan pengumpan lokal.
Pembangunan dan penerbitan izin
pembangunan dan pengoperasian
pelabuhan sungai dan danau.
Penerbitan izin usaha badan usaha
pelabuhan di pelabuhan pengumpul
lokal.

Penerbitan izin
pengembangan  pelabuhan  untuk
pelabuhan pengumpan lokal.
Penerbitan izin pengoperasian
pelabuhan selama 24 jam untuk
pelabuhan pengumpan lokal.
Penerbitan izin pekerjaan pengerukan
di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan lokal.

Penerbitan izin reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal.
Penerbitan izin pengelolaan Terminal
Untuk Kepentingan

Sendiri (TUKS) di dalam

DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan
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lokal.

ii. Penerbitan izin  mendirikan
bangunan tempat pendaratan dan
lepas landas helikopter.

jj- Penetapan rencana induk
perkeretaapian kabupaten/kota.

kk. Penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin operasi
prasarana perkeretaapian umum yang
jaringan jalurnya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota.

1I. Penetapan jaringan jalur kereta api
yang jaringannya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota.

mm. Penetapan Kkelas stasiun untuk
stasiun pada jaringan jalur kereta api
kabupaten/kota.

nn.Penerbitan izin operasi sarana
perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya melintasi batas dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota.

00. Penetapan jaringan pelayanan
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pp.

perkeretaapian pada jaringan jalur
perkeretaapian kabupaten/kota.

Penerbitan izin pengadaan atau
pembangunan perkeretapian khusus,
izin operasi, dan penetapan jalur
kereta api khusus yang jaringannya

dalam Daerah kabupaten/kota.

14.

Pembagian
pemerintahan
komunikasi

informatika.

urusan
bidang
dan

Pengelolaan informasi dan
komunikasi publik ~ Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan nama domain yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
sub domain di lingkup Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan e-government di lingkup
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.

Penetapan pola hubungan
komunikasi sandi antar Perangkat

Daerah kabupaten/kota.

119




15.

Pembagian urusan
pemerintahan bidang
koperasi, usaha kecil dan

menengah

. Penerbitan izin usaha simpan pinjam

untuk koperasi dengan wilayah

keanggotaan dalam  Daerah
kabupaten/kota.
. Penerbitan izinpembukaan

kantor cabang, cabang pembantu dan
kantor kas koperasi simpan pinjam
untuk  koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam Daerah

kabupaten/kota.

. Pemeriksaan dan pengawasan

koperasi yang wilayah keanggotaan

dalam Daerah kabupaten/kota.

. Pemeriksaan dan pengawasan

koperasi simpan pinjam/unit simpan
pinjam  koperasi yang wilayah
keanggotaan dalam  Daerah

kabupaten/kota.

. Penilaian kesehatan koperasi simpan

pinjam/unit simpan pinjam koperasi
yang wilayah keanggotaan  dalam

Daerah kabupaten/kota.

120




Pendidikan dan latihan perkoperasian
bagi  koperasi yang  wilayah
keanggotaan dalam  Daerah
kabupaten/kota.

. Pemberdayaan dan perlindungan
koperasi yang keanggotaannya dalam
Daerah kabupaten/kota.

. Pemberdayaan usaha mikro yang
dilakukan melalui pendataan,
kemitraan, kemudahan perijinan,
penguatan kelembagaan dan
koordinasi dengan para pemangku
kepentingan.

Pengembangan usaha mikro dengan
orientasi peningkatan skala usaha
menjadi usaha kecil.

Penerbitan izin pengelolaan pasar
rakyat, pusat perbelanjaan dan izin
usaha toko swalayan.

. Penerbitan tanda daftar gudang, dan
surat  keterangan  penyimpanan

barang (SKPB).

121




1. Penerbitan surat tanda pendaftaran
waralaba,

m. Penerbitan  surat  izin  usaha
perdagangan minuman beralkohol
golongan B dan C untuk pengecer
dan  penjual langsung  minum
ditempat.

n. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan
bahan berbahaya dan pengawasan
distribusi, pengemasan dan pelabelan
bahan berbahaya di tingkat Daerah
kabupaten/kota.

o. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan
pelaporan rekapitulasi perdagangan
kayu atau pulau.

p. Penerbitan surat keterangan asal
(bagi Daerah kabupaten/kota yang
telah ditetapkan sebagai instansi
penerbit surat keterangan asal).
berbahaya di  tingkat Daerah
kabupaten/kota.

q. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan
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pelaporan rekapitulasi perdagangan
kayu atau pulau.

Penerbitan surat keterangan asal
(bagi Daerah kabupaten/kota yang
telah ditetapkan sebagai instansi
penerbit surat keterangan asal).

. Pembangunan  dan  pengelolaan
sarana distribusi perdagangan.
Pembinaan terhadap pengelola sarana
distribusi perdagangan masyarakat di
wilayah kerjanya.

. Menjamin  ketersediaan  barang
kebutuhan pokok dan barang penting
di tingkat Daerah kabupaten/kota.

. Pemantauan harga dan stok barang
kebutuhan pokok dan barang penting
di tingkat pasar kabupaten/kota.
Melakukan operasi pasar dalam
rangka stabilisasi harga pangan
pokok yang dampaknya dalam
Daerah kabupaten/kota.

Pengawasan pupuk dan pestisida
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tingkat Daerah  kabupaten/Kota
dalam  melakukan  pelaksanaan
pengadaan, penyaluran dan
penggunaan pupuk bersubsidi di

wilayah kerjanya.

. Penyelenggaraan promosi dagang

melalui pameran dagang nasional,
pameran dagang lokal dan misi
dagang bagi produk ekspor unggulan
yang terdapat pada 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

Penyelenggaraan kampanye
pencitraan produk ekspor skala
Daerah  provinsi  (lintas Daerah

kabupaten/kota).

16.

Pembagian
pemerintahan

penanaman modal

urusan

bidang

Penetapan pemberian;
Fasilitas/insentif di bidang
penanaman modal yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota;
Pembuatan peta potensi investasi
kabupaten/kota.;

Penyelenggaraan promosi penanaman
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modal yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota.;

e. Pelayanan perizinan dan
nonperizinan secara terpadu 1 (satu)
pintu di bidang penanaman modal
yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota.;

f. Pengendalian pelaksanaan
penanaman modal yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota;

g. Pengelolaan data dan informasi
perizinan dan nonperizinan yang

terintergrasi  pada tingkat Daerah

kabupaten/kota.;
17. | Pembagian urusan | Hanya kewenangan dalam bidang
pemerintahan bidang |statistik sektoral
statistik
18. | Pembagian urusan | a. Pengelolaan kebudayaan yang
pemerintahan bidang masyarakat pelakunya dalam Daerah
kebudayaan dan
i kabupaten/kota.
pariwisata.

b. Pelestarian tradisi yang masyarakat
penganutnya dalam Daerah

kabupaten/kota.
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. Pembinaan lembaga adat yang

penganutnya dalam Daerah
kabupaten/kota.
. Pembinaan kesenian yang

masyarakat pelakunya dalam Daerah
kabupaten/kota.

. Pembinaan sejarah lokal
kabupaten/kota.

Penetapan cagar budaya peringkat
kabupaten/kota.

. Pengelolaan cagar budaya peringkat
kabupaten/kota.

. Penerbitan izin membawa cagar
budaya ke luar Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.

Pengelolaan museum kabupaten/kota.
Pengelolaan daya tarik wisata
kabupaten/kota.

. Pengelolaan  kawasan  strategis
pariwisata kabupaten/kota.

Pengelolaan  destinasi  pariwisata
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kabupaten/kota.

. Penetapan  tanda daftar usaha

pariwisata kabupaten/kota.

. Pemasaran pariwisata dalam dan luar

negeri daya tarik, destinasi dan
kawasan strategis pariwisata

kabupaten/kota.

. Penyediaan prasarana (zona

kreatif/ruang  kreatif/kota kreatif)
sebagai ruang berekspresi,
berpromosi dan berinteraksi bagi
insan kreatif di Daerah

kabupaten/kota.

. Pelaksanaan peningkatan kapasitas

sumber daya manusia pariwisata dan

ekonomi kreatif tingkat dasar.

19.

Pembagian urusan
pemerintahan bidang
kearsipan dan
perpustakaan.

. Pengelolaan perpustakaan tingkat

Daerah kabupaten/kota.

. Pembudayaan = gemar  membaca

tingkat Daerah kabupaten/kota.

. Pelestarian naskah kuno milik Daerah

kabupaten/kota.
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d. Pengembangan koleksi budaya etnis
nusantara yang ditemukan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

e. Pengelolaan arsip dinamis
Pemerintah Daerah kabupaten/kota
dan BUMD kabupaten/kota.

f. Pengelolaan arsip  statis yang
diciptakan oleh Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota, BUMD
kabupaten/kota, perusahaan swasta
yang kantor usahanya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota, organisasi
kemasyarakatan  tingkat  Daerah
kabupaten/kota, organisasi politik
tingkat Daerah  kabupaten/kota,
pemerintahan desa dan  tokoh
masyarakat tingkat Daerah
kabupaten/kota.

g. Pengelolaan simpul jaringan dalam
SIKN melalui JIKN pada tingkat
kabupaten/kota,

h. Pemusnahan arsip di lingkungan
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Pemerintah Daerah kabupaten/kota
yang memiliki retensi di bawah 10
(sepuluh) tahun,

Pelindungan dan penyelamatan arsip
akibat bencana yang Dberskala
kabupaten/kota.

Penyelamatan arsip Perangkat
Daerah kabupaten/kota yang
digabung dan/atau dibubarkan, serta
pemekaran Kecamatan dan
Desa/kelurahan.

. Melakukan autentikasi arsip statis
dan arsip hasil alih media yang
dikelola oleh lembaga kearsipan
kabupaten/kota.

Melakukan pencarian arsip statis
yang pengelolaannya menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota
yang dinyatakan hilang dalam bentuk
daftar pencarian arsip.

. Penerbitan izin penggunaan arsip

yang bersifat tertutup yang disimpan
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di lembaga kearsipanDaerah

kabupaten/kota.
20. | Pembagian urusan | Hanya kewenangan dalam bidang energi,
pemerintahan bidang | sumberdaya minirel sektoral

energi dan sumberdaya

mineral.

B. Penataan kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang
berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah
dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk
pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang
kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang--
ndangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan
Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri  Urusan
Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan
otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di

samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi,
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Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta
potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan
kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional
dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun
otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah
Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu
kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang
dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari
kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana
memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah
untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya
akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah
sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi
berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan
kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan
hukum nasional dan kepentingan umum. "

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah

untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat

9 Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014, hal. 1
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dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal, dan
sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk
Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan
kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara
kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi,
kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara
keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai
satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur
dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala
daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.  Urusan
Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan
pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan
nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Presiden
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan
setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam
pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab
menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi
menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama

Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan
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Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat
norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk dijadikan pedoman bagi Daerah
dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah
dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden
melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan
dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan pembinaan
dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan
pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut
diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo
melakukan perombakan dan penataan kelembagaan, dikarenakan terbitnya
peraturan pelaksanaan yang baru yakni Peraturan Pemerintah Noor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah. Penataan tersebut tentunya tidak
menyimpang dari aturan yang ada dengan tetap memperhatikan kearifan
lokal, karakteristik daerah, budaya, kebutuhan, serta kemampuan daerah

Kabupaten Purworejo. Penataan kelembagaan atau penataan perangkat daerah
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ini tentunya bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi lembaga-lembaga perangkat daerah, yang tentunya bertujuan untuk
memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka jenis-jenis Perangkat daerah yang
dibentuk di Kabupaten Purworejo adalah :

a. sekretariat daerah;

b. sekretariat DPRD;

c. inspektorat;

d. dinas;

e. badan; dan

f. Kecamatan.

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah tersebut selanjutnya
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Di Kabupaten Purworejo ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo

Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo ini telah
melalui berbagai kajian, dan dilakukan berdasarkan asas :

a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c. efisiensi;

d. efektivitas;

(0>

pembagian habis tugas;

=h

rentang kendali;
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g. tata kerja yang jelas; dan
h. fleksibilitas.
1) Tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk adalah
sebagai berikut :
A. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo merupakan unsur staf,
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah kabupaten dan bertanggung jawab
kepada bupati. Sekretariat Daerah kabupaten mempunyai tugas
membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif. ~ Sekretariat Daerah kabupaten dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.
B. Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, yang dipimpin

oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis
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operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan
DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas : menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan
fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai
fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD;

. Inspektorat

Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang
Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
bupati melalui sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas
membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
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Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, maka Inspektorat dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu :

a. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan
fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang
besar;

b. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan
fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang
sedang;

c. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan
fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang

kecil.
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Berdasarkan kriteria beban kerja tersebut, maka untuk Kabupaten
Purworejo, Inspektorat yang ada adalah Inspektorat tipe A.
D. Badan Daerah
Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh kepala badan
Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
bupati melalui sekretaris Daerah. Badan Daerah mempunyai tugas :
membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Daerah mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Unsur penunjang Urusan Pemerintahan tersebut meliputi :
a. perencanaan;
b. keuangan;
c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

d. penelitian dan pengembangan; dan
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e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya

dibentuk dengankcriteria :

a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
semua Perangkat Daerah.

Badan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu :

r. badan Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan
Daerah dengan beban kerja yang besar;

b. badan Daerah tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban
kerja yang sedang;

c. badan Daerah tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah
dengan beban kerja yang kecil.

Tipelogi badan Daerah hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan dengan jumlah bidang hasil penggabungan. Pada badan

Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan Daerah untuk

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu. Unit pelaksana teknis badan Daerah ini dibedakan

dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :

a. unit pelaksana teknis badan Daerah kelas A untuk mewadahi beban

kerja yang besar; dan
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b. unit pelaksana teknis badan Daerah kelas B untuk mewadahi beban
kerja yang kecil.

Badan daerah di Kabupaten Purworejo ada 3 (tiga) terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);

2. Badan Kepegawaian Daerah (BKD);

3. Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah

(BPPKAD);
Kecamatan
Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dipimpin oleh camat atau
sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Camat :
a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
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g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan
lain dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di
kecamatan;

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Selain melaksanakan tugasnya, Camat juga melaksanakan tugas yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

Kecamatan dibedakan dalam 2 (dua) tipe.

a. kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan
beban kerja yang besar; dan

b. kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan
beban kerja yang kecil.

Didalam Kecamatan, terdapat Kelurahan yang merupakan perangkat
kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian
tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah
selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
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c. melaksanakan pelayanan masyarakat;

d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;

e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Selain perangkat daerah seperti tersebut diatas, maka Pemerintah
Kabupaten Purworejo juga membentuk Dinas-dinas daerah sebagai
manifestasi dari kewenangan-kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Daerah
ini merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh kepala dinas, dan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Daerah dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu :
a. dinas Daerah A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah
dengan beban kerja yang besar;
b. dinas Daerah tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah
dengan beban kerja yang sedang;
c. dinas Daerah tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah
dengan beban kerja yang kecil.
Dalam Undang-Undang tersebut, urusan pemerintahan dibagi atas
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan

Pemerintahan Wajib, terdiri dari 2 (dua) macam, yakni :
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a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar.

a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,

terdiri atas:

a.

f.

pendidikan;

. kesehatan;
. pekerjaan umum dan penataan ruang;
. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

dan

sosial.

b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar, terdiri atas:

a

o

. tenaga kerja;

. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
pangan;

. pertanahan;

lingkungan hidup;

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

. perhubungan;
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J. komunikasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

|. penanaman modal;

m.kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;

0. persandian;

p. kebudayaan;

g. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas:

a. kelautan dan perikanan;

b. pariwisata;

C. pertanian;

d. perdagangan;

e. kehutanan;

f. energi dan sumber daya mineral;

g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.
Masing-masing Urusan Pemerintahan seperti tersebut diatas diwadahi dalam
bentuk dinas. Namun khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang
ketenteraman\ dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

dilaksanakan oleh:
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a.

dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan

ketertiban umum; dan

b. dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah

didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

a.

b.

kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau

keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Perumpunan Urusan Pemerintahan meliputi:

a.

b.

(=]

pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan
Desa;

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan

ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian,

perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga
kerja;

komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan
ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan,

pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan

. perpustakaan dan kearsipan.
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Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas
Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu. Unit pelaksana teknis dinas Daerah dibedakan
dalam 2 (dua) Kklasifikasi, yakni :

a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kelas A untuk mewadahi beban kerja
yang besar; dan
b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kelas B untuk mewadahi beban kerja

yang kecil.

Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah terdapat unit pelaksana
teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan
pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan
unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah sakit Daerah dipimpin
oleh direktur, bersifat bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola
rumah sakit dan tata kelola Kklinis serta menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum Daerah.

Dalam hal rumah sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan
keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit
Daerah kabupaten/kota tetap bersifat otonom dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
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Penataan kelembagaan dilingkungan Pemerintah  Kabupaten
Purworejo menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa kewenangan yang
dimiliki Pemerintah Kabupaten Purworejo selanjutnya dimanifestasikan
dalam bentuk organisasi perangkat daerah. Untuk kewenangan yang dirinci
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatas
dijadikan dasar atau pedoman pembentukan dinas daerah. Untuk lebih
jelasnya, maka Dinas daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan dan

urusan pemerintahan yang dimiliki adalah sebagai berikut :

1. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN

Pembagian urusan pemerintahan dibidang pendidikan ini meliputi :

a. Pengelolaan pendidikan dasar.

b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan
anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

d. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah
kabupaten/kota

e. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh
masyarakat.

f. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

g. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah
kabupaten/kota.

h. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan
kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha
muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.

i. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat
Daerah kabupaten/kota.

j- Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang
pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

k. Penyelenggaraan  kejuaraan  olahraga  tingkat  Daerah
kabupaten/kota.
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1. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah
provinsi.

m. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat
Daerah kabupaten/kota.

n. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Dari kewenangan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga
tersebut, maka di Kabupaten Purworejo melalui Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo, dibentuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah
Raga (Dindikpora). Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Dinas Pendidikan,
Kepemudaan, dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas, dan berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga adalah melaksanakan
urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan, kepemudaan dan
keolahragaan sesuai dengan kewenangan Daerah seperti tersebut diatas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Diinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kepemudaan dan
keolahragaan, yang meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan
sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non
formal dan pendidikan informal, serta kepemudaan dan keolahragaan;

b) penyusunan dan pelaksanaan rencanadan program kerja bidang

pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, yang meliputi pendidikan
sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak
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usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, serta
kepemudaan dan keolahragaan;

c) pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kepemudaan dan
keolahragaan, yang meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan
sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non
formal dan pendidikan informal, serta kepemudaan dan keolahragaan;

d) penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pendidikan,
kepemudaan dan keolahragaan, yang meliputi pendidikan sekolah dasar,
pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini,
pendidikan non formal dan pendidikan informal, serta kepemudaan dan
keolahragaan;

e) pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain
di bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, yang meliputi
pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama,
pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan
informal, serta kepemudaan dan keolahragaan;

f) pembinaan UPT dalam pelaksanaan teknis operasional dan / kegiatan
teknis penunjang tertentu;

g) penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan, kepemudaan dan
keolahragaan, yang meliputi pendidikan sekolah dasar, pendidikan
sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan non
formal dan pendidikan informal, serta kepemudaan dan keolahragaan;

h) pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik Pemerintah Daerah;

i) penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Dikpora;

J) penyelenggaraan tugas pembantuan; dan

k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Purworejo adalah Dinas Tipe A,
yang terdiri dari 4 (empat) bidang dan 3 (tiga) seksi.

2. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN

Pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan ini meliputi :

a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat
Daerah kabupaten/kota.

s. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat
Daerah kabupaten/kota.

t.  Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota
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c

Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.

v. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan

UKP Daerah kabupaten/kota.

Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.

Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).

Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu)

tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah

tangga.

z. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri
rumah tangga.

aa. Pengawasan post-market produk makanan- minuman industri

rumah tangga.

< x =

Dari kewenangan bidang kesehatan tersebut, maka di Kabupaten
Purworejo melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo,
dibentuk Dinas Kesehatan. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas, dan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan sesuai dengan
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan,
bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang
sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan, sesuai dengan

kewenangan Daerah seperti tersebut diatas.
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Dalam  melaksanakan  tugasnya, Dinas  Kesehatan

menyelenggarakan fungsi:

a)

b)

d)

g)

i)
)
k)

perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang meliputi bidang
pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit
dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan,
promosi dan kemitraan kesehatan.

Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program di bidang
kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaandan  pelayanan
kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan
kemitraan kesehatan.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bidang
kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan  pelayanan
kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,
serta  bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan
kesehatan.

pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesehatan, yang meliputi
bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya
kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.

penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang kesehatan,
yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang
sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak
lain di bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan
pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan
kemitraan kesehatan.

pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan /
atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang kesehatan, yang meliputi bidang
pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit
dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan,
promosi dan kemitraan kesehatan.

penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan;

pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsi.
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3.  PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang meliputi :

a.

b.

tersebut,

Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah

sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan

sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha

dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan dan  pengembangan SPAM di  Daerah

kabupaten/kota .

Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam
Daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik

dalam Daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung

langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah

kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan

(IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di

Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan  jalan kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.

Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan

Daerah kabupaten/kota.

Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan

kecil).

Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib

pemanfaatan jasa konstruksi.

Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.

Dari kewenangan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

maka di Kabupaten Purworejo melalui Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Purworejo, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang ( Dinas PUPR). Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut
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ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas, dan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membantu
Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, yang meliputi bidang
perencanaan dan pengembangan, sumber daya air, bina marga, dan cipta
karya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
yang meliputi perencanaan dan pengembangan, sumber daya air, bina
marga, dan cipta karya,;

b) menyusun dan melaksanakanrencana dan program kerja bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi perencanaan dan
pengembangan, sumber daya air, bina marga, dan cipta karya;

c) pembinaan dan pengendalian teknis bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, yang meliputi perencanaan dan pengembangan, sumber
daya air, bina marga, dan cipta karya;

d) penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang, yang meliputi perencanaan dan pengembangan,
sumber daya air, bina marga, dan cipta karya;

e) melaksanakan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak
lain di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi
perencanaan dan pengembangan, sumber daya air, bina marga, dan cipta
karya;

f) pembinaan UPT dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /
atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
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g) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
melaksanakan tugas-tugas bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas,
pengujian kendaraan, perbengkelan, angkutan dan terminal;

h) penyelenggaraan kesekretariatan DINPUPR,;

i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsi.

4. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pembagian urusan bidang perumahan dan kawasan
permukiman ini meliputi :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah  korban  bencana
kabupaten/kota.

b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena

relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.

Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

e. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan
permukiman.

f.  Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
dengan luas di bawah 10 ( sepuluh) ha

g. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada
Daerah kabupaten/kota.

h. Penyelenggaraan PSU perumahan.

i. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang
melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta
perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat
kemampuan kecil.

Qo

Selain pembagian urusan  bidang perumahan dan kawasan
permukiman, ini daerah Kabupaten juga mendapat pembagian urusan
bidang pertanahan, yang meliputi :

a. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

b. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.

c. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota.

d. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian
tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam  Daerah
kabupaten/kota.
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e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian
tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam  Daerah
kabupaten/kota.

f. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.

g. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.

h. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah
kabupaten/kota.

i. Penerbitan izin membuka tanah.

j- Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah
kabupaten/kota

Dari kewenangan bidang perumahan dan kawasan permukiman
serta pertanahan tersebutt, maka di Kabupaten Purworejo melalui Peraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dibentuk Dinas Perumahan

Rakyat, Permukiman dan Pertanahan (Dinperkimtan). Selanjutnya Peraturan

Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor

70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan. .

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan dipimpin

oleh Kepala Dinas, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Perumahan

Rakyat, Permukiman dan Pertanahan adalah membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan

permukiman serta bidang pertanahan sesuai dengan kewenangan Daerah,
yang meliputi perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat,

Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
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perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan
pemukiman serta pertanahan;

pelaksanaan kebijakanbidang perumahan rakyat dan kawasan
pemukimn, serta pertanahan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan
kawasan pemukiman serta pertanahan;

pelaksanaan administrasi bidang bidang perumahan rakyat dan kawasan
pemukiman serta pertanahan;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsi.

Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, serta fungsinya, maka

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan yang ada di

Kabupaten Purworejo adalah dinas daerah tipe C, dengan 2 (dua) bidang

dan 4 (empat) seksi.

5.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ini meliputi :
1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam
1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
Penanggulangan bencana kabupaten/kota
Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan
penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam
Daerah kabupaten/kota.
6. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
Investigasi kejadian kebakaran.
8. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

agrw

~

Dari kewenangan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat ini, maka di Kabupaten Purworejo melalui

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dibentuk Satuan Polisi Pamong
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Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar). Selanjutnya

Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Purworejo  Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran dipimpin oleh Kepala, dan berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi

Pamong Praja dan pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai

dengan kewenangan Daerah, yang meliputi penegakan peraturan perundang-
undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat,
pengembangan kapasitas dan sarana prasarana, dan sarana prasarana,
pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Poliswi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b) pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;

c) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di Daerah;

d) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e) pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
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9)
h)

i)
)

1)

6.

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
pembinaan Unit Pelaksana Satpol PP Damkardi Kecamatan;
pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan,
dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
pelaksanaaninvestigasi kejadian kebakaran;

pelaksanaanpemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
terhadap melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat dan kebakaran;
penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP DamkKar;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsi.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

Dari pembagian urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak ini, maka kewenangan yang dimiliki
meliputi :

a.
b.

C.

s Q@

Pemberdayaan sosial KAT.

Penerbitan  izin  pengumpulan  sumbangan  dalam  Daerah
kabupaten/kota.

Pengembangan potensi sumber kesejahteraan  sosial Daerah
kabupaten/kota.

Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang
wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.

Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik
debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke
Desa/kelurahan asal.

Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan
NAPZA dan orang dengan Human Immuno deficiency Virus/ Acquired
Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada
panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
Pemeliharaan anak-anak terlantar

Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah
kabupaten/kota.

Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban
bencana kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan
bencana kabupaten/kota

Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
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I.  Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah
kabupaten/kota.

m. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.

n. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

0. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak
lingkup Daerah kabupaten/kota.

p. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang
memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.

g. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan
perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

r. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender
(KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.

s. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah
kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.

t. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak
anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.

u. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak
dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.

v. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan
dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.

w. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/Kota

X. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak
lingkup Daerah kabupaten/kota.

y. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.

z. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak
yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Dari kewenangan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak ini, maka di Kabupaten Purworejo melalui Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dibentuk Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA).
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Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun beberapa waktu kemudian
direvisi karena adanya urusan bidang keluarga berencana yang digabung
atau menjadi satu rumpun dengan urusan bidang perlindungan anak ini.
Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017, maka Dinas ini kemudian menjadi
Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, dan berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Daerah yang meliputi bidang asistensi dan membina
potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
a) perumusan kebijakan teknis bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan perlindungan anak yang meliputi asistensi dan membina potensi

kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
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b)

d)

f)

9)
h)

7.

pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak yang meliputi asistensi dan membina potensi
kesejahteraan dan nilai-nilai  sosial, rehabilitasi sosial serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak yang meliputi asistensi dan membina
potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak yang meliputi asistensi dan membina potensi
kesejahteraan dan nilai-nilai  sosial, rehabilitasi sosial serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

membina UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan /
atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak yang meliputi asistensi dan membina potensi
kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

penyelenggaraan kesekretariatan DINSOS PPPA,;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsi.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA

Pembagian urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga

kerja ini meliputi :

P00 o

3 —FT D@
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Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
Penerbitan IUI kecil dan IUl Menengah.

Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.

Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
Penyampaian laporan informasi industri untuk: Ul Kecil dan lzin
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta.

Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.

Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.

Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota

Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota.

. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah

kabupaten/kota.
Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
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0. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja
bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota.

p. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok
kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota.

g. Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah
kabupaten/kota.

r. Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

s. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

Dari kewenangan bidang tenaga kerja ini, maka di Kabupaten
Purworejo melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo,
dibentuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker). Selanjutnya
Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas, dan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang
Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kewenangan
Daerah yang meliputi perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, tenaga kerja dan
transmigrasi;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang
perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
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pembinaan dan pengendalian teknis bidang perindustrian, tenaga kerja
dan transmigrasi;

penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum yang meliputi
perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;

pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain
di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;

pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu bidang perindustrian, tenaga kerja
dan transmigrasi;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang perindustrian, tenaga kerja dan
transmigrasi;

penyelenggaraan kesekretariatan DINPERINAKER; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsi.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN.

Pembagian urusan pemerintahan bidang pangan meliputi :
Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan
pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai
kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan
harga pangan.

Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.

Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
provinsi.

Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai
dengan angka kecukupan gizi.

Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.

Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada
kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan (TPI).
Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota.

. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.

Pengelolaan pembudidayaan ikan.
Pengawasan penggunaan sarana pertanian.
Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota.
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aa.
bb.
cc.
dd.

ee.

ff.

Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan
ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota.

Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.

Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan
pakan ternakdalam Daerah kabupaten/kota.

Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya
dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.

Pengembangan prasarana pertanian.

Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak
dalam Daerah kabupaten/kota.

Pengembangan lahan penggembalaan umum.

Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah
penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota.

Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke  Daerah
kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah
kabupaten/kota.

Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam
Daerah kabupaten/kota.

Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat
veteriner.

Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.
Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah
kabupaten/kota.

Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas
pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong
hewan.

Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

Dari kewenangan bidang tenaga kerja ini, maka di Kabupaten

Purworejo melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo,

dibentuk Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (Din PPKP).

Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan

Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan,

Kelautan dan Perikanan. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
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dipimpin oleh Kepala Dinas, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Pertanian,
Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah membantu Bupati dalam
melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, pangan, kelautan
dan perikanan sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada daerah yang meliputi: tanaman pangan dan
hortikultura, pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta
prasarana dan sarana.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian,Pangan, Kelautan dan
Perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, pangan,
perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta prasarana dan
sarana;

b) penyusunan dan pelaksanaan rencanadan program Kkerja bidang
Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang meliputi tanaman
pangan dan hortikultura, pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan
perikanan serta prasarana dan sarana,;

c) pembinaan dan pengendalian teknis bidang Pertanian,Pangan, Kelautan
dan Perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, pangan,
perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta prasarana dan
sarana;

d) penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang Pertanian,
Pangan, Kelautan dan Perikanan yang meliputi tanaman pangan dan
hortikultura, pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan
serta prasarana dan sarana;

e) pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain
di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pangan, perkebunan,
peternakan, kelautan dan perikanan serta prasarana dan sarana;

f) pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;

g) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang tanaman pangan dan hortikultura,
pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta prasarana
dan sarana;
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h) penyelenggaraan kesekretariatan DINPPKP; dan
1) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsi.

9. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

Pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
meliputi :

a. RPPLH kabupaten/kota.

b. KLHS untuk KRP kabupaten/kota.

c. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

d. Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.

e. Penyimpanan sementara limbah B3.

f.  Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

g. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin
lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

h. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA
terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

i. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA
terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

J. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan
hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.

k. Pemberian  penghargaan lingkungan  hidup tingkat Daerah
kabupaten/kota.

I. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap.usaha
dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, usaha dan/atau kegiatan yang
lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

m. Pengelolaan sampah.

Penerbitan izin  pendaurulangan  sampah/pengolahan  sampah,

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang

diselenggarakan oleh swasta.

0. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan
oleh pihak swasta.

>

Dari kewenangan bidang lingkungan hidup ini ini, maka di

Kabupaten Purworejo melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
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tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo,

dibentuk Dinas Lingkungan Hidup (Din LH). Selanjutnya Peraturan Daerah

tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup

dipimpin oleh Kepala Dinas, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten, yang meliputi penaatan dan penataan lingkungan, pengendalian
pencemaran dan konservasi lingkungan serta kebersihan dan pertamanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup
menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup yang meliputi
penaatan dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan
konservasi lingkungan serta kebersihan dan pertamanan;

b) penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang lingkungan
hidup yang meliputi penaatan dan penataan lingkungan, pengendalian
pencemaran dan konservasi lingkungan serta kebersihan dan
pertamanan;

c) pembinaan dan pengendalian teknis bidang lingkungan hidup yang
meliputi penaatan dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran
dan konservasi lingkungan serta kebersihan dan pertamanan;

d) penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang lingkungan
hidup yang meliputi penaatan dan penataan lingkungan, pengendalian
pencemaran dan konservasi lingkungan serta kebersihan dan
pertamanan;

e) pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak
lain yang berhubungan dengan bidang lingkungan hidup yang meliputi

167



penaatan dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan
konservasi lingkungan serta kebersihan dan pertamanan;

f) pembinaan UPT dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /
atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

g) penyelenggaraan  monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap
melaksanakan tugas-tugas bidang lingkungan hidup yang meliputi
penaatan dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan
konservasi lingkungan serta kebersihan dan pertamanan;

h) penyelenggaraan kesekretariatan DINLH;

i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsi.

10. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pembagian urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil, meliputi :
Pelayanan pendaftaran penduduk.
Pelayanan pencatatan sipil
Pengumpulan data kependudukan.
Pemanfaatan dan penyajian  database kependudukan kabupaten/kota.
Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.

P00 o

Dari kewenangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil ini,
maka di Kabupaten Purworejo melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
Keluarga Berencana. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana. Namun setelah
beberapa waktu kemudian direvisi, dan terbitlah Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2017, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
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Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari
sini jelas bahwa urusan pencatatan sipil tidak bisa dibarengi atau digabung
dengan urusan yang lain, termasuk urusan bidang keluarga berencana,
sehingga urusan bidang pencatatan sipil ini dtangani oleh dinas tersendiri
yang terpisah dari dinas lain. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dipimpin oleh Kepala Dinas, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini berlatar belakang
dari adanya Undang-Undang tersendiri mengenai  Administrasi
Kependudukan yakni Undang-Unsdang Nomor 24 Tahun 2013, yang
kemudian melahirkan dinas tersendiri sesuai Undang-Undang Administrasi

Kependudukan tersebut.

11. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa ini meliputi :

a. Penyelenggaraan penataan Desa.

b. Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi
pemerintahan Desa.

d. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang
pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah
kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang
masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah
kabupaten/kota.

e. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat
Desa.
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Dari kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa ini, maka di Kabupaten Purworejo melalui Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo, dibentuk Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 75 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas, dan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
kabupaten, yang meliputi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset desa, kapasitas kelembagaan, administrasi dan sistem
informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan
perdesaan serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
desa, kapasitas, kelembagaan, administrasi dan sistem informasi
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12.

desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan, dan
pemberdayaan masyarakat;

b) pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa,
kapasitas, kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa,
pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan, dan
pemberdayaan masyarakat;

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset desa, kapasitas, kelembagaan, administrasi dan
sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan
perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat;

d) pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
desa, kapasitas, kelembagaan, administrasi dan sistem informasi
desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan, dan
pemberdayaan masyarakat;

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana ini meliputi :

a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi
dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka
pengendalian kuantitas penduduk.

b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah
kabupaten/kota.

c. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

d. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB
(PKB/PLKB).

e. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah
kabupaten/kota.

f. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan  tingkat Daerah  kabupaten/kota  dalam
pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

g. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

h. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta  organisasi
kemasyarakatan  tingkat Daerah  kabupaten/kota  dalam
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13.

pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.

Dari kewenangan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana ini,, maka di Kabupaten Purworejo melalui
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dibentuk Dinas
Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana..
Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan
Peraturan Bupati  Purworejo Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana. Namun
keberadaan dinas sini tidak berlangsung lama, karena adanya
evaluasi dan revisi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor
24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Selanjutnya dinas ini dipecah dimana untuk urusan kependudukan dan
pencatatan sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
sedangkan untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana bergabung dengan Dinas Sosial, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERHUBUNGAN

Pembagian urusan bidang pemerintahan bidang perhubungan
ini meliputi :
a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
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Pengelolaan t erminal penumpang tipe C.

. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas
parkir.

Pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan

jalan kabupaten/kota.

Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan

kabupaten/kota.

. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.

Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau

barang dalam Daerah kabupaten/kota.

Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan

perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1

(satu) Daerah kabupaten/kota.

Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang

menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.

. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan

taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada

dalam Daerah kabupaten/kota.

Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek

perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan

tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah

kabupaten/kota.

Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang

berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada

lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota.

Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan wusaha yang berdomisili dan yang

beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota.

Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau

sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara

Indonesia atau badan usaha.

Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan

danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah

kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan

sesuai dengan domisili badan usaha.

Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian

untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah

kabupaten/kota.

Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan

kapal.
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aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

g9
hh.

i
I

kK.

mm.

nn.

00.

Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas
ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.

Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan
lokal.

Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan
sungai dan danau.

Pembangunan, penerbitan  izin pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.

Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.

Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan
pengumpul lokal.

Penerbitan  izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan
pengumpan lokal.

Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk
pelabuhan pengumpan lokal.

Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan lokal.

Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan lokal.

Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
(TUKYS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas
landas helikopter.

Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.
Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi
prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota.

Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota.

. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta

api kabupaten/kota.

Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur
perkeretaapian kabupaten/kota.

Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian
khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang
jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Dari kewenangan bidang perhubungan ini, maka di

Kabupaten Purworejo melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
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tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo, dibentuk Dinas Perhubungan. Selanjutnya Peraturan Daerah

tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan

dipimpin oleh Kepala Dinas, dan berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Kabupaten, yang meliputi lalu lintas, pengujian kendaraan,
perbengkelan, angkutan dan terminal.

Dalam  melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan
menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan yang meliputi lalu
lintas, pengujian kendaraan, perbengkelan, angkutan dan terminal;

b) penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang
perhubungan yang meliputi lalu lintas, pengujian kendaraan,
perbengkelan, angkutan dan terminal;

c) pembinaan dan pengendalian teknis bidang perhubungan yang
meliputi lalu lintas, pengujian kendaraan, perbengkelan, angkutan
dan terminal,

d) penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang
perhubungan yang meliputi lalu lintas, pengujian kendaraan,
perbengkelan, angkutan dan terminal;

e) pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas,
pengujian kendaraan, perbengkelan, angkutan dan terminal;

f) pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional
dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
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14.

9)

h)
i)

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang perhubungan yang meliputi lalu
lintas, pengujian kendaraan, perbengkelan, angkutan dan terminal;
penyelenggaraan kesekretariatan Dinhub;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas.

PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika ini
meliputi :

a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

b. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

c. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

d. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

e. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat

Daerah kabupaten/kota.

Dari kewenangan bidang komunikasi dan informatika

ini,, maka di Kabupaten Purworejo melalui Peraturan Daerah Nomor

14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purworejo, dibentuk Dinas Komikasi dan Informatika

(Dinkominfo).. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti

dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang
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komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian sesuai

dengan kewenangan Daerah, yang meliputi komunikasi, dan

persandian serta statistik dan teknologi informatika.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan

Informatika menyelenggarakan fungsi:

a)

b)

d)

f)

9)

h)
i)

perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika,
bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi,
informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi
informatika;

penyusunan danpelaksanaan rencanadan program kerja bidang
komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang
persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian
serta statistik, data dan teknologi informatika;

pembinaan dan pengendalian teknis bidang komunikasi dan
informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi
komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan
teknologi informatika;

penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang
komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang
persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian
serta statistik, data dan teknologi informatika;

pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik
dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan
persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional
dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang komunikasi dan informatika,
bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi,
informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi
informatika;

penyelenggaraan kesekretariatan DINKOMINFO,;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.
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15.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil

dan menengah ini meliputi :

a.

b.

Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

Penerbitan izinpembukaan kantor cabang, cabang pembantu
dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah
keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

Pemeriksaan dan pengawasan  koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah
kabupaten/kota.

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah
kabupaten/kota.

Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah
keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya
dalam Daerah kabupaten/kota.

Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,
kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan
koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala
usaha menjadi usaha kecil.

Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan
izin usaha toko swalayan.

Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat Kketerangan
penyimpanan barang (SKPB).

Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba,

Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol
golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum
ditempat.

Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan
pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan
berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.

Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi
perdagangan kayu atau pulau.

Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota
yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan
asal). berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.

Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi
perdagangan kayu atau pulau.
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r. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota
yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan
asal).

s. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

t. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan
masyarakat di wilayah kerjanya.

u. Menjamin Kketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.

v. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat pasar kabupaten/kota.

w. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan
pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.

X. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota
dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan
penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

y. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang
nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk
ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

z. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala
Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).

Dari kewenangan bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah ini,, maka di Kabupaten Purworejo melalui Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dibentuk Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan (Din KUKMP).

. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan
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Pemerintahan Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

dan bidang perdagangansesuai dengan kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah yang meliputi koperasi,

usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan dan pengelolaan

pasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha

Kecil, menengah dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a)

b)

d)

f)
9)

h)

perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah dan bidang perdaganganyang meliputi koperasi, usaha
mikro, kecil dan menengah serta perdagangan dan pengelolaan
pasar;

penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja bidang
koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perdaganganyang
meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta
perdagangan dan pengelolaan pasar;

pembinaan dan pengendalian teknis bidang koperasi, usaha kecil
dan menengah dan bidang perdaganganyang meliputi koperasi,
usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan dan
pengelolaan pasar;

penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang koperasi,
usaha kecil dan menengah dan bidang perdaganganyang meliputi
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan dan
pengelolaan pasar;

pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan
bidang perdaganganyang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil
dan menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar;
pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional
dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
dan bidang perdaganganyang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil
dan menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar;
penyelenggaraan kesekretariatan DINKUKMP;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.
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16.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENANAMAN MODAL

Pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal
ini meliputi :

a. Penetapan pemberian;

b. Fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota;

c. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.;

d. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota.;

e. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu)
pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota.;

f. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota;

g. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang
terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.;

Dari kewenangan bidang penanaman modal ini,, maka di
Kabupaten Purworejo melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo, dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Din PMPTSP).. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Dnas Penanaman Modal dan Pelayanan Teerpadu Satu

Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang

penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi
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17.

penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan
pengaduan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan
pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi
penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan
pengaduan;

b) penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang
penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu
yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem
informasi dan pengaduan;

c) pembinaan dan pengendalian teknis bidang penanaman modal dan
pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi
penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan
pengaduan;

d) koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain yang berhubungan dengan bidang penanaman modal
dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi
penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan
pengaduan;

e) penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang penanaman modal dan pelayanan
administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal,
perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;

f) penyelenggaraan kesekretariatan DINPMPTSP ;

g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Untuk urusan pemerintahan di bidang statistik ini,
pemerintah kabupaten hanya diberi kewenangan dalam hal
penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten,

sehingga penyelenggaraan urusan statistik hanya melekat pada

perangkat daerah yang melaksanakan fungsi statistik terkait dengan
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tugas pokok dan fungsinya. Contohnya adalah Dinas Komunikasi dan

Informatika, ada bidang statistik, data, dan teknologi informatika.

Bidang statistik ini hanya menangani atau mengurusi statistik data,

dan bertugas untuk menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan

kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang statistik dan

pengelolaan data, yang meliputi:

a.

menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja bidang
statistik dan pengelolaan data;

menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup kabupaten;
melaksanakan inventarisasi dan verifikasi data secara elektronik;

. melaksanakanfasilitasipenyajian data dan informasi sebagai bahan

pengambilan kebijakan;

melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak
dan sistem informasi kompilasi;

menyiapkan, mengembangkan, memelihara, dan menganalisis
sistema nformasi manajemen daerah (SIMDA);

melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengelolaan data /
informasi elektronik

. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi sistem informasi

manajemen dan aplikasi yang berbentuk on-line/offline, desktop,
dan server-client yang berkembang di lingkungan Pemerintah
Daerah;

melaksanakan pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi dalam
pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan aplikasi  di
lingkungan Pemerintah Daerah;

melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen yang terintegrasi;

menyiapkan dan mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia
pengelola teknologi informatika dan data fungsional Perangkat
Daerah;

mengumpulkan jajak pendapat umum (survei, jajak pendapat);

.mengolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung

komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah
Daerah;

. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang statistik

dan pengelolaan data;
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18. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan

pariwisata ini meliputi :

a.

b.

S@ o
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Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam
Daerah kabupaten/kota.

Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah
kabupaten/kota.

Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah
kabupaten/kota.

Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah
kabupaten/kota.

Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.

Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.

Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.

Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Pengelolaan museum kabupaten/kota.

Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.

Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.

. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.

Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi
dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif)
sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi
insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Dari kewenangan bidang kebudayaan dan pariwisata

tersebut,, maka di Kabupaten Purworejo melalui Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Purworejo, dibentuk Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan (DINPARBUD). Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 78 Tahun
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2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pariwisata dan

kebudayaan sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi

kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan

kapasitas dan promosi.

Dalam melaksanakan tuganya, Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a.) perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan

b)

f)

9)

h)

yang meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata
dan pengembangan kapasitas dan promosi;

penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang
pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi kebudayaan,
pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kapasitas
dan promosi;

pembinaan dan pengendalian teknis bidang pariwisata dan
kebudayaan, yang meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi
pariwisata dan pengembangan kapasitas dan promosi;
penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang
pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi pendidikan dasar,
pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non
formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan
olah raga;

pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi
kebudayaan, = pengembangan  destinasi  pariwisata  dan
pengembangan kapasitas dan promosi;

pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional
dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang pariwisata dan kebudayaan, yang
meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan
pengembangan kapasitas dan promosi;

pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata milik Pemerintah
Daerah;
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i) penyelenggaraan kesekretariatan DINPARBUD; dan
J) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Pembagian urusan pemerintahan bidang kearsipan dan
perpustakaan ini meliputi :

a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.

c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota.

d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

e. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan
BUMD kabupaten/kota.

f.  Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan
Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan
swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah
kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota,
pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah
kabupaten/kota.

g. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada
tingkat kabupaten/kota,

h. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah  Daerah
kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh)
tahun.

i. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang
berskala kabupaten/kota.

j.  Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang
digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan
Desa/kelurahan.

k. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang
dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.

I.  Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang
dalam bentuk daftar pencarian arsip.

m. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang
disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.
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20.

Dari kewenangan bidang kearsipan dan perpustakaan
tersebut,, maka di Kabupaten Purworejo melalui Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo, dibentuk Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan (DINARPUS). Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang
kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, yang meliputi
bidang kearsipan dan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan;

b) belaksanaan kebijakan bidang kearsipan dan perpustakaan;

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan
perpustakaan;

d) pelaksanaan administrasi dinas bidang kearsipan dan
perpustakaan;

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsi.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEHUTANAN

Untuk pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan

ini, hanya daerah kabupaten yang mempunyai Tahura (Taman Hutan

187



21.

Rakyat) yang  diberi kewenangan untuk pelaksanaan urusan
kehutanan. Kewenangan kehutanan yang tadinya dimiliki kabupaten,
diambil alih oleh daerah provinsi. Dengan demikian maka di daerah
kabupaten tidak ada dinas maupun perangkat daerah yang menangani
urusan kehutanan, namun yang ada adalah perangkat daerah provinsi

yang berada diwilayah kabupaten.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sama halnya dengan urusan kehutanan, maka untuk
pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya
mineral, daerah kabupaten hanya berwenang mengurusi atau
menangani penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam
Daerah kabupaten. Dengan demikian untuk daerah kabupaten yang
semua terdapat Dinas Pengairan dan ESDM, maka dengan berlakunya
peraturan ini tidak lagi ada dinas atau perangkat daerah yang khusus
menangani urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya
mineral ini, karena kewenangan tersebut ditarik atau diambil alih
menjadi kewenangan daerah provinsi. Yang berkaitan dengan
penerbitan ijin pemanfaatan langsung panas bumi ditangani oleh dinas

perijinan (Dinas PMPTSP).
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Faktor pendukung dan penghambat dalam penataan kelembagaan
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Setelah mencermati penataan kelembagaan yang ada di Kabupaten
Purworejo, maka dapat disampaikan bahwa penataan kelembagaan di
Kabupaten Purworejo tersebut telah mengikuti Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, Hal ini tidak lepas dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 232, yakni :

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur
dengan peraturan pemerintah.

(2)Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur
unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian.

Penataan kelembagaan ini juga dan sudah melalui skoring urusan,
selain juga dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ramping
struktur kaya fungsi. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa
dalam proses penyusunan lembaga-lembaga perangkat daerah tersebut,
sudah melalui tahapan-tahapan konsultasi, baik ke tingkat Provinsi maupun
ke Kementerian, tahapan validasi, dan tahapan penetapan.

Faktor pendukung dalam penataan kelembagaan di Kabupaten
Purworejo adalah adanya aturan yang sudah tersedia dan jelas, sehingga
memudahkan bagi para pengambil kebijakan maupun para penyusun
tindaklanjut dari peraturan untuk mengelompokkan urusan kewenangan

serta menentukan nomenklatur lembaga perangkat daerah yang akan

dibentuk. Sedangkan faktor penghambatnya adalah bahwa aturan teknis
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yang bisa dikatakan terlambat. Dalam hal ini bahwa Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tersebut penetapannya dilaksanakan pada bulan Juni
2016, sementara di Kabupaten Purworejo untuk penataan kelembagaan
sesuai Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember
2016, yang jelas sangat berdekatan waktunya dengan penetapan tersebut.
Hal ini menyebabkan perangkat daerah harus bekerja ekstra keras.

Selain itu bahwa di Kabupaten Purworejo ada beberapa lembaga
yang regulasinya belum tuntas, contohnya adalah RSUD Kelas B, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kantor Kesbangpol
(Kesatuan Bangsa dan Politik). Sementara itu permasalahan yang ada dalam
regulasi yang mengatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai aturan sendiri
yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan (Adminduk), sehingga Dispendukcapil tidak bisa digabung
dengan dinas manapun. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo, yang semula adalah Dinas Kependudukan,
Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana, maka berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2017. kemudian urusan pemerintahan bidang
Keluarga Berencana ini dilepas dan digabung dengan Dinsos PPPA (Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), sehingga
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menjadi Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.%

Selain faktor penghambat yang yuridis normatif tersebut, penataan
kelembagaan ini juga mengakibatkan dampak sosiologis terutama para
personil yang mengalami perombakan. Bukan hal yang mudah bagi personil
aparatur untuk dengan cepat menyesuaikan diri dengan situasi dan
lingkungan kerja yang baru, apalagi dengan tugas pokok fungsi yang baru
pula. Kondisi ini makin kentara pada perangkat daerah yang mengalami
merger atau penggabungan. Para personil yang ada masih menunjukkan ego
sektoralnya sehingga seolah-olah masih memunculkan image “dinasku
dinasmu”. Terlebih pada perangkat daerah yang karena peraturan ini
menjadi lembaga perangkat daerah prvinsi, dan bukan lagi milik kabupaten.
Status kepegawaian para prsonil aparaturnya pun menjadi aparatur
pemerintah provinsi, sementara pihak pemerintah provinsi sendiri ternyata
belum sepenuhnya siap menerima status kepegawaian para aparatur
limpahan dari kabupaten ini terutama terkait tunjangan Kinerjanya.
Contohnya adalah pada Dinas P dan K, yang semula menangani urusan
pendidikan dan kebudayan sekolah-sekolah dari PAUD sampai SMA/SMK,
namun peraturan yang baru menyebutkan bahwa kewenangan SMA/SMK
menjadi urusan pemerintah provinsi. Hal yang demikian terjadi pula pada
urusan kehutanan dimana semula menjadi urusan pemerintah kabupaten,

namun dengan regulasi yang baru ini menjadi urusan pemerintah provinsi.

80 Wawancara pribadi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Drs. H. Said Romadhon

191



Tidak hanya dalam hal keuangan, dalam penempatan personil pun untuk
urusan kehutanan ini tidak semudah membalik telapan tangan. Para
personilnya terutama fungsional penyuluh kehutanan yang mau tidak mau
harus siap menjadi aparatur pemerintah provinsi, sementara tidak semua
kabupaten mempunyai perwakilan perangkat Dinas Kehutanan Provinsi.
Yang terjadi kemudian adalah bahwa para personilnya banyak yang mutasi
keluar daerah, misal dari wilayah Kabupaten Purworejo, mutasi ke wilayah
Kabupaten Kebumen, karena di wilayah Kabupaten Kebumen ada kantor
perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi. Beberapa juga mutasi ke Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tentu saja berdampak sosiologis
bagi para personil tersebut.

Bagaimanapun proses yang telah ditempuh, serta upaya-upaya apa
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, bahwa penataan
kelembagaan tersebut mempunyai arti penting dalam menunjang kinerja
daerah, antara lain bahwa dengan penataan kelembagaan itu ada
pengelompokan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang telah sesuai
urusannya. Selain itu dengan penataan kelembagaan maka diharapkan akan
meminimalisir duplikasi kegiatan yang ada di dalam Organisasi Perangkat

Daerah (OPD).%

81 Wawancara pribadi dengan Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur Setda Kabupaten
Purworejo.
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A.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1)

2)

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka di
Kabupaten Purworejo ditindaklanjuti dengan melakukan penataan
kelembagaan. Dilakukannya penataan kelembagaan ini dikarenakan
untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru, serta untuk
mengakomodir kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo,
yang tidak lain adalah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sehingga diharapkan perangkat daerah yang baru akan lebih efektif dan
efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penataan
kelembagaan dilakukan dengan setelah melalui skorsing urusan, baik
urusan wajib maupun urusan pilihan, serta dengan memperhatikan
prinsip ramping struktur kaya fungsi.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah  Kabupaten Purworejo, maka telah dibentuk Dinas
Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana. Namun
setelah dievaluasi maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menjadi Dinas tersendiri, dan untuk urusan pemerintahan bidang
Keluarga Berencana digabung dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan berpedoman
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pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan (Adminduk). Dari sini jelas bahwa penataan
kelembagaan tersebut juga memperhatikan asas Lex Specialis Derogat
Lex Generalis, dalam hal ini bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan Lex Specialis
dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Faktor pendukung dalam penataan kelembagaan ini menjadikan
perangkat daerah yang dibentuk benar-benar merupakan perwujudan
dari karakteristik, kondisi, serta kebutuhan daerah, sehingga lembaga
perangkat daerah yang terbentuk diharapkan mampu mengefektifkan
dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik untuk
selanjutnya mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat. Sedangkat faktor penghambat yang ada sedikit banyak
mempengaruhi proses penataan kelembagaan, sehingga pelaksanaan
penataan kelembagaan tersebut membuat para pengambil kebijakan
bekerja ekstra keras agar hasil dari penataan kelembagaan benar-benar
mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat. Selain itu
penataan kelembagaan ini juga berdampak sosiologis bagi para personil
aparatur, terutama mereka-mereka yang terkait langsung yang mau

tidak mau harus beralih status kepegawaiannya.
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Saran

1)

2)

3)

Penataan kelembagaan hendaknya benar-benar menerapkan prinsip
ramping struktur kaya fungsi, sehingga Perangkat Daerah yang
terbentuk akan dapat berjalan efektif dan efisien dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya.

Perlunya regulasi yang jelas dan matang dari para pengambil
kebijakan yang ada di tingkat pusat sebelum melaksanakan penataan
kelembagaan, sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk
tidak lagi mengalami perombakan dalam waktu yang cukup singkat.
Dalam penataan kelembagaan, selain karena melaksanakan
kewenangan yang dimiliki oleh daerah, juga harus memperhatikan
karakteristik, kearifan lokal, kondisi geografis, serta potensi-potensi

yang dimiliki oleh daerah tersebut.
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